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TRANSLITERASI
 
A. Transliterasi Arab-Latin 
 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 
dilihat pada table berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan 
ب ba b be 
ت ta t te 
ث ṡa ṡ es (dengantitikdiatas) 
ج jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengantitikdibawah) 
خ kha kh kadan ha 
د dal d de 
ذ zal ż zet (dengantitikdiatas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin sy esdan ye 
ص ṣad ṣ es (dengantitikdibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengantitikdibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengantitikdibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengantitikdibawah) 
ع „ain ̒ apostrofterbalik 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
م mim m em 
ن nun n en 
و wau w we 
ه ha h ha 
ء hamzah ̓̓ apostrof 
ى ya y ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  ( ̓ ). 
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2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiriatas vocal tunggal 
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 اَا fatḥah a a 
اِا Kasrah i i 
 اُا ḍammah u u 
 Vokalrangkapbahasa Arab yang 
lambangnyaberupagabunganantaraharakatdanhuruf, 
transliterasinyaberupagabunganhuruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 اَ  fatḥahdanyā̓̓ ai a dan i 
 اَو fatḥahdanwau au a dan u 
 Contoh: 
فيك : kaifa 
ل ىه : haula 
3. Maddah 
Maddahatau vocal panjang yang lambangnyaberupaharakatdanhuruf, 
transliterasinyaberupahurufdantanda, yaitu: 
 
Harakatdan 
Huruf 
Nama Hurufdantanda Nama 
 اَ … /  اَا …. Fatḥahdanalifatauyā̓̓ ā a dangaris di 
atas 
  Kasrahdanyā ī i dangaris di 
atas 
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و ḍammahdanwau ū u dangaris di 
atas 
Contoh: 
ت ام : māta 
ًمر : ramā 
ميق : qīla 
ت ىمي : yamūtu 
4. Tāmarbūṭah 
Transliterasiuntuktā’marbūṭahadaduayaitu: tā’marbūṭah yang 
hidupataumendapatharakatfatḥah, kasrah, danḍammah, transliterasinyaadalah (t). 
sedangkantā’marbūṭah yang matiataumendapatharakatsukun, transliterasinyaadalah 
(h). 
Kalaupada kata yang berakhirdengantāmarbūṭahdiikutioleh kata yang 
menggunakan kata sandangal-sertabacaankedua kata ituterpisah, makatā’ 
marbūṭahituditransliterasikandengan ha (h). 
Contoh:  
ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭfāl 
ةهض افنا ةىيدمنا : al-madīnah al-fāḍilah 
ةمكحنا  : rauḍah al-aṭfāl 
5. Syaddah (Tasydīd) 
 Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 
(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
اىبر : rabbanā 
اىيجو : najjainā 
قحنا : al-ḥaqq 
معو : nu”ima 
ودع : „duwwun 
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 Jika huruf  ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
( ـــــؠ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 
يهع : „Ali (bukan „Aliyyatau „Aly) 
يبرع : „Arabī (bukan „Arabiyyatau „Araby) 
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif 
lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandangtidakmengikutibunyihuruflangsung yang mengikutinya. Kata 
sandangditulisterpisahdari kata yang 
mengikutinyadandihubungkandengangarismendatar( - ). 
Contoh : 
سمشنا : al-syamsu (bukanasy-syamsu) 
ةن زنازنا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسهفنا : al-falsafah 
دلابنا : al- bilādu 
 
7. Hamzah. 
Aturantransliterasihurufhamzahmenjadiapostrof( „ ) hanyaberlakubagihamzah yang 
terletak di tengahdanakhir kata. Namun, bilahamzahterletak di awal kata, 
iatidakdilambangkan, karenadalamtulisan Arab iaberupaalif. 
 
Contoh : 
نورمات : ta‟murūna 
عىىنا : al-nau‟ 
ءيش : syai‟un 
ترما : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang LazimdigunakandalamBahasa Indonesia 
 Kata, istilahataukalimat Arab yang ditransliterasiadalah kata, 
istilahataukalimat yang belumdibakukandalambahasa Indonesia. Kata, 
istilahataukalimat yangsudahlazimdanmenjadibagiandariperbendaharaanbahasa 
Indonesia, atauseringditulisdalamtulisanbahasa Indonesia, 
ataulazimdigunakandalamduniaakademiktertentu, 
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tidaklagiditulismenurutcaratransliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-
Qur‟ān), Alhamdulillah, danmunaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebutmenjadibagiandarisaturangkaianteks Arab, 
makaharusditransliterasisecarautuh.Contoh: 
 FīẒilāl al-Qur‟ān 
 Al-Sunnahqabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
 Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
الله هيدdīnullāhالله ابbillāh 
Adapuntā’marbūṭah di akhir kata yang disandarkankepadalafẓ al-jalālah, 
ditransliterasidenganhuruf (t).contoh:  
مهههنا ةمحر يف  hum fīraḥmatillāh 
10. HurufKapital 
Walau system tulisan Arab tidakmengenalhuruf capital (All caps), 
dalamtransliterasinyahuruf-huruftersebutdikenaiketentuantentangpenggunaanhuruf 
capital berdasarkanpedomanejaanBahasa Indonesia yang berlaku (EYD).Huruf 
capital, misalnya, digunakanuntukmenulishurufawalnamadiri (orang, tempat, bulan) 
danhurufpertamapermulaankalimat. Bilanamadirididahuluioleh kata sandang (al-), 
maka yang ditulisdenganhuruf capital tetapdenganhurufawalnamadiritersebut, 
bukanhurufawal kata sandangnya. Jikaterletakpadaawalkalimat, makahurufAdari kata 
sandangtersebutmenggunakanhurufkapital (Al-).Ketentuan yang 
samajugaberlakuuntukhurufawaldarijudulreferensi yang didahuluioleh kata sandang 
al-, baikketikaiaditulisdalamteksmaupundalamcatatanrujukan (CK, DP, CDK, dan 
DR). contoh: 
 Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
 Inna awwala baitin wuḍi‟a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 
 Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur‟ān 
 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
 Abū Naṣr al-Farābī 
 Al-Gazālī 
 Al-Munqiż min al-Ḋalāl 
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 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  
 Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
 Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 
Naṣr Ḥāmid Abū) 
 
B. DaftarSingkatan 
 Beberapasingkatan yang dibakukanadalah: 
swt.  : subḥānahūwata‟ālā 
saw.  : ṣallallāhu „alaihiwasallam 
a.s.  : „alaihi al-salām 
H  : Hijrah 
M  : Masehi 
SM  : SebelumMasehi 
l.  : Lahirtahun (untuk orang yang masihhidupsaja) 
w.  : Wafattahun 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 
HR  : HadisRiwayat 
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Abstrak 
Nama : Ika Irdayanti 
NIM : 10100114019 
Judul : Perkawinan Hamil di Luar Nikah (Studi Analisis Imam Syafi’i dan 
   Imam Ahmad bin Hanbal) 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan pandangan Imam Syafi’i 
dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang hukum perkawinan hamil di luar nikah, dan 2) 
mendeskripsikan status nasab anak dari pernikahan wanita hamil menurut Imam 
Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal. 
Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan 
normatif yang meninjau dan menganalisis hukum perkawinan akibat hamil di luar 
nikah berdasarkan literatur-literatur terkait. Penulis menggunakan jenis penelitian 
kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, 
mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. 
Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan 
difokuskan pada masalah yang dibahas. 
Setelah membaca beberapa referensi maka penulis mendapatkan pembahasan 
bahwa Imam Syafi’i berpendapat bahwa perkawinan akibat hamil luar nikah adalah 
sah, perkawinan boleh dilangsungkan ketika seorang wanita sedang dalam keadaan 
hamil. Baik perkawinan itu dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya atau pun 
dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.kebolehan ini adalah kebolehan yang 
mutlak, maksudanya tidak ada syarat apapun untuk kebolehan pernikahan ini. 
Argumentasi  Imam Syafi’i tentang kebolehan perkawinan tersebut adalah karena 
wanita tersebut bukanlah termasuk golongan wanita yang haram untuk dinikahi. 
Mengenai masalah iddah Imam Syafi’i berpendapat bahwa tidak ada masa iddah 
untuk wanita hamil di luar nikah dengan tujuan ‘iddah adalah untuk menjaga 
kesucian nasab, bayi yang lahir akibat hubungan luar nikah nasabnya kembali kepada 
ibunya. Mazhab syafi’i berpendapat bahwa zina itu tidak menetapkan haramnya 
mushaharah (menjalin hubungan penikahan) sehingga dibolehkan bagi seorang yang 
berbuat zina menikahi ibu dari wanita yang dizinainya. 
Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa perkawinan hamil diluar nikah yang 
dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya tidak boleh, kecuali mereka 
bertaubat terlebih dahulu. Sedangkan, perkawinan hamil di luar nikah dengan laki-
laki yang bukan menghamilinya itu haram hukumnya. Hanbali mengatakan 
diwajibkan atasnya menunggu masa ‘iddah dan diharamkan atas suaminya 
menyetubuhinya hingga habis masa ‘iddah-nya. Imam Ahmad bin Hanbal 
berpendapat bahwa zina itu menyebabkan keharaman  mushaharah , maka kalau 
seorang anak laki-laki melakukan zina dengan seorang perempuan maka laki-laki itu 
haram mengawini anak perempuan dan ibu wanita yang dizinainya itu. Sedangkan 
wanita itu sendiri haram pula dikawini oleh ayah dan anak laki-laki dari pria yang 
menzinainya. 
Ulama fiqih mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh 
dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antarpribadi 
berdasarkan kesatuan darah. Seluruh mazhab fiqih, baik sunni maupun syi’i, sepakat 
bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Apabila seorang wanita dan laki-
laki kawin, lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna 
bentuknya sebelum enam bulan, maka anak tersebut tidak bisa dikaitkan (nasabnya) 
dengan suaminya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Islam memberikan anjuran menikah terdapat beberapa motivasi yang jelas, 
dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat. 
Sebab menikah merupakan bagian dari nikmat tanda keagungan Allah yang 
diberikan kepada umat manusia. Dengan menikah berarti mereka telah 
mempertahankan kelangsungan hidup secara turun temurun serta melestarikan 
agama Allah di persada bumi pertiwi ini.
1
 
Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu 
penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan 
pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, terlihat adanya empat 
garis dari penataan itu yakni: a) Rub‟al-ibadat, yang menata hubungan manusia 
selaku makhluk dengan khaliknya. b) Rub‟al-muamalat, yaitu menata hubungan 
manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat 
hidupnya sehari-hari. c) Rub‟al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia 
dalam lingkungan keluarga dan d) Rub‟al-jinayat, yang menata pengamanannya 
dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.
2
 
Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk 
membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Keluarga adalah salah satu 
sarana pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-
                                                           
1  Ahmad Mudjab Mahalli, Wahai Pemuda Menikahlah, (Yogjakarta: Menara 
Kudus,2002), h. 43. 
2 Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2014 ), 
h.15. 
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putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi 
dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri. 
Setiap muslim tidak boleh menghalang-halangi dirinya supaya tidak kawin 
karena khawatir tidak mendapat rezeki dan menanggung kewajiban yang berat 
terhadap keluarganya. Tetapi dia harus berusaha dan bekerja serta mencari 
anugerah Allah yang telah dijanjikan untuk orang-orang yang sudah kawin itu 
demi kehormatan dirinya.
3
 
Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat 
untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 
Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah 
dan rahmah.
4
 Kecenderungan akan seks adalah suatu hal yang normal, karena 
Allah telah memberikan hasrat itu dalam diri setiap makhluk. 
Namun bukan berarti bahwa hal yang normal tersebut boleh dengan bebas kita 
salurkan, Allah berfirman dalam QS al-Isra:17/32. 
اوَ  زِّلاواو بُ وَ قْ وَتَ ا وَ وَ ۖااًلًيزِّبوَساوَءاوَسوَ اًةوَش
زِّحاوَفاوَناوَكابُهَّنزِّإا[١٧:٣٢]  
Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.
5
 
 
Perkawinan akibat hubungan diluar nikah menimbulkan permasalah dan 
rumusan yang berbeda dikalangan ulama mazhab sunni, dalam hal ini akan 
                                                           
3 Muammal Hamidiy, Halal dan Haram dalam Islam (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h. 
238. 
4  Hasan Basri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum 
Nasional (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 50-51. 
5 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an al-karim dan Terjemahnya (Semarang: PT. Toba 
Putra, 1996), h. 285. 
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dibahas mengenai pandangan Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad bin Hanbali. Yaitu 
mengenai masalah „iddah bagi wanita hamil luar nikah dan hukum perkawinan 
akibat hamil di luar nikah itu sendiri. 
Imam Syafi‟i berpendapat bahwa hukum perkawinan akibat hamil luar nikah 
adalah sah, perkawinan boleh dilangsungkan ketika wanita sedang dalam keadaan 
hamil. Baik perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang 
bukan menghamilinya. Imam Syafi‟i  juga berpendapat bahwa tujuan utama 
„iddah adalah untuk menjaga kesucian nasab, bayi yang lahir akibat hubungan 
luar nikah nasabnya kembali kepada ibunya. Dengan demikian tidak ada „iddah 
yang harus dilakukan oleh wanita yang hamil di luar nikah. 
Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hukum perkawinan akibat 
hamil luar nikah adalah tidak boleh dilakukan ketika wanita dalam keadaan hamil. 
Hal ini berarti bahwa pernikahan akibat hamil di luar nikah adalah tidak sah.
6
 
Mengenai masalah ‟iddah, Imam Ahmad bin Hambal berbeda pendapat dengan  
Imam Syafi‟i. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak boleh dinikahi wanita-
wanita yang telah dizina, terkecuali dengan dua syarat: 
1. Selesai bersalin kalau hamil dan dengan tiga kali haid, kalau tidak hamil 
2. Telah bertobat dari zina7 
Oleh karena itu, melihat realita sosial dengan begitu banyaknya kasus 
perkawinan akibat hamil di luar nikah, tentu akan menjadi menarik apabila dua 
ulama yang secara status pernah menjadi guru dan murid serta sama-sama 
                                                           
6  Abdul Azizi, Amir, Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi asy-Syari‟ah al-Islamiyyah, (Cet.1 
Mesir: Dar al-Kutub al-„Arabi, 1961), h. 26.  
 7 Tengku Muhammad Hasbi As Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam (Semarang: PT 
Pustaka Riski Putra, 1997), h. 243-244. 
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beraliran sunni, namun berbeda pendapat dalam merumuskan suatu hukum, untuk 
dibahas lebih lanjut dan terperinci. 
Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan Allah SWT 
kepada hambanya sesuai dengan Firman-Nya: “dan dia (pula) yang menciptakan 
manusia dari air , lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan musaharah 
(hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhanmu 
Maha Kuasa” (QS.25:54). Dalam kaitan ini pula seorang ayah dilarang 
mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita menisbahkan 
(membangsakan) seorang anak kepada yang bukan ayah kandungnya. 
Ulama sepakat menyatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi 
disebabkan kehamilan yang disebabkan hubungan seksual yang dilakukannya 
dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah 
maupun melalui perzinaan. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud mengangkat 
permasalahan ini sebagai kajian ilmiah. 
Adapun pokok masalahnya sebagai berikut: 
1. Bagaimana Pandangan Imam Syafi‟I dan Imam Ahmad bin Hambal 
tentang Hukum  Perkawinan Hamil di Luar Nikah? 
2. Bagaimana Status Nasab Anak dari Pernikahan Wanita Hamil Menurut 
Imam Syafi‟i Dan Imam Ahmad bin Hambal? 
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C. Pengertian Judul 
Untuk menghindari kekeliruan penafsiran pembaca terhadap istilah teknis 
yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa 
istilah dalam judul ini sebagai berikut: 
1.  “Perkawinan” ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang  bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8
 
2. “Kawin hamil” adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar 
nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-
laki yang bukan menghamilinya. 
3. “Nasab” (Ar.: an-nasab = keturunan atau kerabat). Pertalian kekeluargaan 
berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan 
yang sah. Ulama fikih mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu 
fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang 
bisa mengikat antarpribadi berdasarkan kesatuan darah. 
D. Kajian Pustaka 
Guna menunjukkan keaslian dan tidak adanya duplikasi karya tulis ilmiah , 
maka perlu adanya pengkajian terhadap beberapa kajian yang berkaita dengan 
penulis skripsi ini. 
Kajian mengenai hukum perkawinan akibat hamil diluar nikah sudah banyak 
dilakukan oleh penulis-penulis terdahulu, baik yang berupa perbandingan atau pun 
                                                           
8 Sabri Samin, Fikih II (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 4. 
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tidak. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan 
beberapa hasil penelitian terdahulu diantaran: 
Skripsi yang ditulis oleh Jalaluddin tahun 2013  yang berjudul Studi 
Perbandingan Pendapat Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi‟i Tentang Pernikahan 
Wanita Hamil Akibat Zina Dan Relevansinya Di Indonesia.  Dalam penelitiannya 
Jalaluddin menyimpulkan tentang pendapat Imam Malik bin Anas yang tidak 
memperbolehkan pernikahan yang dilakukan oleh wanita yang hamil, sedangkan 
Imam Syafi‟i memperbolehkan. Perbedaan keduanya disebabkan oleh adanya 
„iddah bagi wanita hamil di luar nikah dalam pandangan Imam Malik bin Anas. 
Sehingga pernikahan tidak boleh dilangsungkan. 
Selain skripsi, terdapat juga beberapa buku yang membahas mengenai hukum 
perkawinan akibat hamil di luar nikah. Seperti buku karya Mughaniyah yang 
berjudul, Kitab Al-Fiqh „Ala Al-Mazahib Al-Khamzah. Buku ini membahas 
pendapat mazhab Syafi‟i, Maliki, Hanafih,  Hanbali, dan Imamiyah. 
Dalam buku ini dijelaskan Imam Syafi‟i dan Abu Hanifah memperbolehkan 
pernikahan akibat hamil di luar nikah, dengan alasan bahwa wanita yang hamil di 
luar nikah itu tidak ada „iddahnya. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal dan 
Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa hukum perkawinan akibat hamil diluar 
nikah itu adalah tidak sah. Namun dalam nasab, semua imam tersebut sepakat 
bahwa nasab anak yang lahir akibat hamil diluar nikah itu tidak bisa dinasabkan 
kepada ayahnya, tetapi pada ibunya.  
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E. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu 
suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data 
yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-
sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada masalah yang 
dibahas.
9
 Penelitian kepustakaan ada beberapa macam. Ada yang berupa 
kepustakaan umum (buku teks, ensiklopedia, monograph, dan sejenisnya), 
kepustakaan khusus (jurnal, bulletin penelitian, tesis, disertasi, micro film, disket, 
pita magnetic, kaset dan lain-lain), maupun kepustakaan cyber (internet).
10
 
Penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah penelitian pustaka, 
yaitu penelitian dengan objek kajian data yang berupa referensi pustaka yang 
kaitannya dengan pernikahan akibah hamil di luar nikah. 
2. Pendekatan Penelitian 
Istilah pendekatan dalam kamus diartikan sebagai proses, perbuatan dan 
cara mendekati suatu objek. Dalam terminologi Antropologi pendekatan adalah 
usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan 
orang yang diteliti, juga berarti metode-metode untuk mencapai pengertian 
tentang masalah penelitian. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah 
pendekatan normatif yang meninjau dan menganalisis hukum perkawinan akibat 
hamil di luar nikah berdasarkan literatur-literatur terkait. 
                                                           
9 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kuantitatif, Edisi II (Cet. VIII; Yogjakarta: Rake 
Sarasin, 1983), h. 43. 
10 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Cet. III, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 
Indonesia, 2014 M), h. 5-6. 
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3. Metode Pengumpulan Data 
Secara leksikal, pengumpulan berarti proses, cara perbuatan 
mengumpulkan, penghimpunan, pengerahan. Data adalah keterangan yang benar 
dan nyata, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian 
(analisis atau kesimpulan). 
11
 Dengan demikian, pengumpulan data dapat diartikan 
sebagai prosedur yang sistematis dan memiliki standar untuk menghimpun data 
yang diperlukan dalam rangka menjawab masalah penelitian sekaligus 
menyiapkan bahan-bahan yang mendukung kebenaran korespondensi teori yang 
akan dihasilkan. 
Dalam sebuah penelitian yang menggunakan metode kualitatif dikenal 
beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan objek kajiannya. Seperti, 
wawancara mendalam, riset partisipatif, pengamatan, dan studi pustaka.
12
 Dalam 
penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumen (studi pustaka). 
Pengumpulan data dengan teknik dokumen dimaksudkan untuk 
mengumpulkan data terkait yang dimuat dalam dokumen-dokumen berupa buku-
buku hukum perkawinan, ushul fiqih, hasil penelitian berupa skripsi maupun 
penelitian lain yang tidak diterbitkan.  
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Teknik pengolahan data dan analisis yang digunakan adalah untuk 
penelitian Kualitatif. 
 
 
                                                           
11
 KBBI offline, versi 1.1, Ebta setiawan (Pusat Bahasa: KBBI Daring Edisi III, 2017) 
12 Sayuthi Ali, Metode Penelitian Agama: pendekatan Teori dan Praktek, h. 63. 
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F. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mendeskripsikan pandangan Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad 
bin Hanbal dalam merumuskan perkawinan hamil di luar nikah. 
b. Untuk mendeskripsikan status nasab anak dari pernikahan wanita 
hamil dilihat dari padangan Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad bin 
Hanbal 
2. Kegunaan Penelian 
Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara akademik maupun 
praktis sebagai berikut: 
a. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam memperoleh 
gelar Sarjana Hukum (S.H), pada Jurusan Hukum Acara Peradilan 
dan Kekelurgaan. 
b. Sebagai referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang 
kajian yang sama. 
c. Dapat mempertajam analisis dan wawasan terutama bagi penulis 
terkait dengan perkawinan hamil di luar nikah. 
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BAB II 
PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM 
A. PENGERTIAN PERNIKAHAN 
Nikah itu sunnah bagi orang yang membutuhkannya. Seorang laki-laki 
merdeka boleh menikahi empat orang wanita merdeka, sedangkan budak laki-laki 
boleh menikahi dua orang wanita. 
13
 
Nikah menurut bahasa : al-jam‟u dan al-dhamu yang artinya kumpul.14 Makna 
nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga 
bisa diartikian (wath‟u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang 
hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata 
nikah berasal dari bahasa Arab ”nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata 
dari kata kerja (fi‟il madhi) “nakaha”, sinonimnya “tazawwaja” kemudian 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering 
juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.
15
 
Kata nikah berasal dari bahasa arab yang di dalam bahasa Indonesia sering 
diterjemahkan  dengan perkawinan. Nikah menurut istilah syariat Islam adalah 
akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada 
hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban 
antara kedua insan. 
16
 
Perkawinan adalah hal kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan 
perempuan, yang tujuannya adalah hubungan seksual, musaharah (menjalin 
                                                           
13  Musthafa Dib Al-Bugha, Fikih Islam LengkapPenjelasan Hukum-Hukum Islam 
Madzhab Syafi‟I (Surakarta: Media Zikir, 2010) h. 344. 
14 Sulaiman Al-Mufarraj, Bekal Pernikahan (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5 
15 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka setia, 2000), h. 11 
16 Sabri Samin, Fikih II, h. 2. 
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hubungan kekeluargaan melalui perkawianan), meneruskan keturunan, memohon 
karunia anak, membentuk keluarga dan menempuh kehidupan bersama.
17
 
Perkawinan adalah sebuah perjanjian di pandang dari seluruh sistem hukum, 
tetapi merupakan jenis khusus dari perjanjian karena syarat-syaratnya telah di buat 
sebelum memasuki perkawinan. Tidak ada ruang bagi persyaratan individual, 
kecuali jika hukum membolehkannya. Fikih juga tidak mempunyai pengecualian 
terhadap generalisasi ini. Namun demikian, di dunia muslim fiqih bukanlah satu-
satunya hukum, tetapi ada juga adat yang terkandung harus pula dihadapi, 
terutama dalam urusan kewajiban kaum wanita dan hak-hak mereka terhadap 
harta kekayaan.
18
 
Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1947 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: 
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan 
adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah 
atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.
19
 
Penulis menjelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin yang 
dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk 
sebuah keluarga. 
 
 
                                                           
17  Muhammad Shahur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer (gowok Yogyakarta: 
eLSAQ Press, 2004), h. 436. 
18 Quraish Shihab, Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial (Jakarta: 
Teraju, 2002), h. 197. 
19 Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 7-9. 
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B. RUKUN DAN SYARAT SAH PERNIKAHAN 
Akad nikah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan 
syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan 
sah atau tidaknyaperbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut 
mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang 
harus diadakan. Dalam pernikahan  misalnya, rukun dan syaratnya tidak boleh 
tertinggal. Artinya, pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak 
lengkap. 
Perbedaan rukun dan syarat adalah kalau rukun itu harus ada dalam suatu 
amalan dan ia merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara 
syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan bagian 
dari amalan tersebut. Sebagai missal adalah ruku‟ termasuk rukun shalat. Ia harus 
ada dalam ibadah shalat dan merupakan bagian dari amalan atau tata cara shalat. 
Adapun wudhu merupakan syarat shalat, ia harus dilakukan bila seseorang hendak 
shalat namun ia bukan bagian dari amalan atau tata cara shalat. 
Dalam masalah rukun dan syarat pernikahan ini didapati para ulama berselisih 
pandang ketika menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat. Akan 
tetapi karena perselisihan yang ada panjang dan lebar, sementara ruang yang ada 
terbatas, maka kesimpulan akhir dari rukun dan syarat ini.
20
 
Akad nikah tidak akan sah kecuali jika terpenuhi rukun-rukun di bawah ini: 
1. Mempelai laki-laki; 
2. Mempelai perempuan; 
                                                           
20 Sabri Samin, Fikih II, h.19. 
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3. Wali; 
4. Dua orang saksi; 
5. Shigat ijab Kabul.21 
Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara 
yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan 
syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, 
yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan Ijab Kabul. 
Syarat-syarat suami 
1. Bukan mahram dari calon istri; 
2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri; 
3. Orangnya tertentu, jelas orangnya; dan 
4. Tidak sedang ihram.22 
Di antara perkara syar‟i yang menghalangi keabsahan suatu penikahan 
misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh 
si lelaki dengan adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan. Atau si wanita 
sedang dalam masa iddahnya dan selainnya. Penghalang lainnya adalah si lelaki 
adalah orang kafir, sementara si wanita yang akan dinikahinya adalah muslimah.
23
 
Syarat-syarat Istri   
1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang 
dalam iddah; 
2. Merdeka, atas kemauan sendiri; 
                                                           
21 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 
45-46. 
22
 Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, h.13. 
23  Sabri Samin, Fikih II, h. 21. 
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3. Jelas orangnya; dan 
4. Tidak sedang berihram.24                                                                                                                                                                                                                              
Syarat-syarat wali 
1. Laki-laki; 
2. Baligh; 
3. Waras akalnya; 
4. Tidak terpaksa; 
5. Adil; dan 
6. Tidak sedang ihram.25 
Syarat-syarat saksi 
meskipun semua yang hadir menyaksikan akad nikah pada hakikatnya adalah 
saksi, tetapi islam mengajarkan tetap adanya dua orang saksi pria yang jujur lagi 
adil agar pernikahan tersebut menjadi sah. Syarat saksi: 
1. Laki-laki; 
2. Baligh; 
3. Waras akalnya; 
4. Adil; 
5. Dapat mendengar dan melihat; 
6. Bebas, tidak terpaksa; 
7. Tidak sedang mengerjakan ihram; dan 
8. Memenuhi bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.26 
                                                           
24 Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 13. 
25 Tihami, h. 13. 
26 Tihami, h. 13. 
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Syarat-syarat shigat: shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan 
bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad 
dan saksi, shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu 
akad dan saksi. Shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan 
waktu lampau atau salah seorang  mempergunakan kalimat yang menunjukkan 
waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang 
akan datang. 
Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin perempuan: 
“kawinkanlah saya dengan anak perempuan Bapak “Kemudian dijawab: “Saya 
kawinkan dia (anak perempuannya) denganmu. Permintaan dan jawaban itu sudah 
berarti perkawinan. 
Shigat itu hendaknya terkait dengan batasan tertentu supaya akad itu dapat 
berlaku. Misalnya, dengan ucapan : “Saya nikahkan engkau dengan anak 
perempuan saya”. Kemudian pihak laki-laki menjawab : “ya saya terima”. Akad 
ini sah dan berlaku. Akad yang bergantung kepada syarat dan waktu tertentu, 
tidak sah. 
Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak 
dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah 
menurut hukum.
27
 
Para ulama mazhab sepakat bahwa : berakal dan baligh merupakan syarat 
dalam perkawinan, kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Pembahasan tentang 
hal ini akan menyusul. Juga disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas 
                                                           
27 Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 14. 
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dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena 
hubungan  keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat permanen 
maupun sementara.  
Selanjutnya, mereka juga sepakat bahwa orang yang melakukan akad itu harus 
pasti dan tentu orangnya, sehingga dipandang tidak sah akad nikah dalam kalimat 
yang berbunyi, “ saya mengawinkan kamu dengan salah seorang di antara kedua 
wanita ini,” dan “saya nikahkan diri saya dengan salah satu di antara kedua laki-
laki ini” (tanpa ada ketentuan yang mana di antara keduanya itu yang dinikahi). 
Kecuali Hanafi yang membolehkan akad dengan paksaan, seluruh mazhab 
sepakat bahwa akad harus dilakukan secara sukarela dan atas kehendak sendiri.
28
 
C. WANITA-WANITA YANG HARAM DI NIKAHI 
Untuk sahnya suatu akad nikah, disyaratkan agar tidak ada nlarangan-larangan 
pada diri wanita tersebut untuk dikawini. Artinya boleh dilakukan akad nikah 
terhadap wanita tersebut . larangan-larangan ini ada dua bagian: karena hubungan 
nasab dank arena sebab (yang lain). Larangan yang pertama ada tujuh macam, dan 
itu menyebabkan keharaman untuk selama-lamanya. Sedangkan yang kedua ada 
sepuluh macam, yang sebagian menyebabkan keharaman untuk selamanya, dan 
sebagian lagi hanya bersifat sementara. 
1. Larangan karena nasab: 
Para Ulama Mazhab sepakat bahwa wanita-wanita tersebut di bawah ini haram 
dikawini karena hubungan nasabnya: 
a. Ibu, termasuk nenek dari pihak ayah atau pihak ibu. 
                                                           
28  Muhammad Jawad Mughniyah, Kitab al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Khamzah 
(Jakarta:  Lentera, 2007), h. 315. 
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b. Anak-anak perempuan, termasuk cucu perempuan dari anak laki-laki atau 
anak perempuan, hingga keturunan dibawahnya.  
c. Saudara-saudara perempuan, baik saudara seayah, seibu maupun saudara 
seayah dan seibu. 
d. Saudara perempuan ayah, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek 
dari pihak ayah dan seterusnya.  
e. Saudara perempuan ibu, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek 
dari pihak ibu dan seterusnya. 
f. Anak-anak perempuan saudara laki-laki hingga keturunan dibawahnya.  
g. Anak-anak perempuan saudara perempuan hingga keturunan 
dibawahnya.
29
 
Allah berfirman dalam QS an-Nisa/4:  23. 
 ِتْخُْلْا ُتاَن َبَو ِخَْلْا ُتاَن َبَو ْمُكُتَلَاَخَو ْمُكُتاَّمَعَو ْمُكُتاَوَخَأَو ْمُكُتاَن َبَو ْمُكُتاَهَُّمأ ْمُكْيَلَع ْتَمِّرُح
 نِّم مُِكروُجُح فِ تِ َّلَّلا ُمُكُِبئَبََرَو ْمُكِئاَسِن ُتاَهَُّمأَو ِةَعاَضَّرلا َنِّم مُكُتاَوَخَأَو ْمُكَنْعَضَْرأ تِ َّلَّلا ُمُكُتاَهَُّمأَو
 ْنِم َنيِذَّلا ُمُكِئاَن َْبأ ُلِئَلََّحَو ْمُكْيَلَع َحاَنُج َلََّف َّنِِبِ مُتْلَخَد اُونوُكَت َّْلَّ نَِإف َّنِِبِ مُتْلَخَد تِ َّلَّلا ُمُكِئاَسِّن
 َ َل َ  ْ َ اَم َّلَِإ ِ ْ َتْخُْلْا َ ْ َب اوُعَمْ َ نَأَو ْمُكِبَلَّ َْأۗ  اًميِحَّر اًروُفَغ َناَك ََّللَّا َّنِإ [٤:٢٣  
Terjemahnya: 
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 
perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara 
bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; 
anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki dan 
perempuan…30 
 
Rasulullah SAW  bersabda: 
 َاا َ َف  ََ ْ َ ِةَن ِْبا  َلَع  َِْيُرا  َّ َِّنلا َّنَا سٍااَّبَع ِنْبا ِنَع : ِةَعاَضَّرلا َنِم  ِخَا ُةَن ِْبا اَهَّ ِنا   ِ لُّلَِ  َلَ اَهَّ ِنا .
 ِمِحَّرلا َنِم  ُُرْ َ اَم ِةَعاَضَّرلا َنِم  ُُرْ َ َو . ملسم                                                       
                                                           
29 Muhammad Jawad Mughniyah, Kitab al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Khamzah , h. 326. 
30 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an al-karim dan Terjemahnya (Semarang: PT. Toba 
Putra, 1996), h.81 
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Artinya: 
Dari Ibnu „Abbas bahwasanya para shahabat menginginkan Nabi SAW 
menikahi anak perempuan Hamzah. Maka beliau SAW bersabda, 
“Sesungguhnya dia tidak halal bagiku, karena dia adalah anak saudaraku 
sepesusuan. Sedangkan, haram sebab susuan itu sebagaimana haram sebab 
nasab (keluarga)”. [HR. Muslim II : 1071] 
 
Adapun yang dilarang karena sebab lain adalah berikut ini: 
1) Karena ikatan perkawinan (mushaharah) 
Mushaharah adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan 
yang dengan itu menyebabkan dilarangnya suatu perkawinan, yaitu mencakup 
hal-hal berikut ini: 
a) Seluruh mazhab sepakat bahwa istri ayah haram dinikahi oleh anak ke 
bawah, semata-mata karena adanya akad nikah, baik sudah dicampuri atau 
belum. Allah berfirman dalam QS an-Nisa:4/22.  
...   مُُكؤَبَآ َحَكَن اَم اوُحِكَنت َلََو ... 
 
Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh 
ayahmu.
31
 
 
b) Seluruh Mazhab sependapat bahwa istri anak laki-laki haram dikawini 
oleh ayah keatas, semata-mata karena akad nikah. Allah berfirman dalam 
QS an-Nisa:4/23.  
…   ُمُكِئاَن َْبأ ُلِئَلََّحَو ... 
Terjemahnya: 
Dan diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu (menantu)
32
 
                                                           
31 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an al-karim dan Terjemahnya (Semarang: PT. Toba 
Putra, 1996), h.81. 
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c) Seluruh mazhab sepakat bahwa ibu istri (mertua wanita) dan seterusnya 
keatas adalah haram dikawini hanya semata-mata adanya akad nikah 
dengan anak perempuannya, meskipun belum dicampuri, Allah berfirman 
dalam QS an-Nisa:4/23. 
...  ْمُكِئاَسِن ُتاَهَُّمأَو  
Terjemahnya: 
Diharamkan atas kamu  ibu-ibu isterimu (mertua) .
33
 
 
d) Seluruh mazhab sepakat bahwa anak perempuan istri (anak perempuan tiri) 
tidak haram dinikahi semata-mata karena adanya akad nikah. Dia boleh 
dinikahi sepanjang ibunya belum dicampuri, dipandang dan disentuh 
dengan birahi, Allah berfirman dalam QS an-Nisa:4/23.  
… َّنِِبِ مُتْلَخَد تِ َّلَّلا ُمُكِئاَسِّن نِّم مُِكروُجُح فِ تِ َّلَّلا ُمُكُِبئَبََرَو…  
Terjemahnya: 
Dan anak-anak perempuan isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari 
isteri yang telah kamu campuri.
34
 
 
Kalimat yang berbunyi , yang ada dalam pemeliharaanmu,” semata-mata 
menunjukkan kelaziman (lazimnya anak perempuan tiri itu tinggal bersama-sama 
ibunya di rumah suami ibunya itu), dan semua mazhab juga sepakat bahwa 
seseorang haram mengawini anak perempuan dari wanita yang melakukan akad 
dengan dan telah pula dicampuri oleh dirinya, tetapi mereka berbeda pendapat 
dalam hal ini, manakal dia telah melakukan akad dengan wanita tersebut tetapi 
belum mencampurinya tetapi telah melihat dan mencampurinya dengan birahi, 
                                                                                                                                                                
32 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an al-karim dan Terjemahnya (Semarang: PT. Toba 
Putra, 1996), h.81. 
33 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an al-karim dan Terjemahnya (Semarang: PT. Toba 
Putra, 1996), h.81. 
34 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an al-karim dan Terjemahnya (Semarang: PT. Toba 
Putra, 1996), h.81. 
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Imamiyah, Syafi‟i dan Hambali berpendapat bahwa keharaman hanya terjadi 
setelah di campuri, menyentuh, memandang dengan birahi dan sebagainya tidak 
berpengaruh.  
Sementara itu Hanafi dan Maliki sependapat bahwa menyentuh dan melihat 
yang disertai dengan birahi menyebabkan keharaman, persis seperti nmencampuri. 
Semua mazhab juga sepakat bahwa wath‟i syubhat (mencampuri dengan 
keliru) mempunyai hukum yang sama dengan perkawinan yang sah dalam 
kaitannya dengan ketentuan nasab dan larangan kawin karena mushaharah, yang 
dimaksud dengan wath‟i syubhat  manakala seorang laki-laki dan wanita 
melakukan hubungan seksual karena mereka berdua, karena satu dan lain sebab, 
mengira sebagai suami dan istri, kemudian ternyata bahwa mereka berdua bukan 
suami istri. Hubungan seksual itu terjadi karena kekeliruan semata-mata. Mereka 
berdua segera harus dipisahkan. Wanita tersebut harus menjalani „iddah, dan si 
laki-laki wajib membayar mahar mitsil . disamping itu, berlaku pula ketentuan 
nasab dan larangan kawin karena mushaharah, tidak saling mewarisi, dan tidak 
pula ada hak nafkah untuk si wanita.
35
 
2) Menyatukan Dua Wanita Muhrim Sebagai Istri 
Seluruh mazhab sepakat tentang ketidakbolehan menyatukan seorang wanita 
dengan bibinya dari pihak ayah sebagai istri, dan antara seorang wanita dengan 
bibi dari pihak ibunya. Sebab dikalangan mereka berlaku hukum kulli (umum), 
yaitu ketidakbolehan menyatukan dua orang yang kalau seandainya salah satu dari 
kedua orang itu laki-laki, dia haram mengawini yang perempuan. Artinya, kalau 
                                                           
35 Muhammad Jawad Mughniyah, Kitab al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Khamzah, h. 328. 
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kita andaikan bibi si wanita itu adalah pamannya (dari pihak ayah) atau 
keponakan perempuannya adalah keponakan laki-lakinya (dari saudara laki-laki), 
pasti dia tidak boleh mengawininya. Demikian pula halnya bila dianalogikan 
dengan bibi dari pihak ibu dan anak perempuan dari saudara perempuan. 
Khawarij mengatakan bahwa boleh menyatukan keduanya, baik si bibi 
member izin pada suaminya untuk menikahi keponakannya itu maupun tidak. 
Sementara itu ulama mazhab Imamiyah berbeda pendapat. Sebagian di antara 
mereka mengatakan seperti pendapat keempat mazhab, sedangkan mayoritas di 
antaranya berpendapat bahwa, apabila orang tersebut lebih dulu mengawini sang 
keponakan, maka dia boleh mengawini bibi istrinya, baik dari pihak ayah maupun 
ibu, sekalipun istrinya itu tidak mengizinkannya. Akan tetapi bila orang itu lebih 
dulu mengawini sang bibi, baik dari pihak ayah maupun ibu, maka dia tidak boleh 
mengawini keponakan perempuan istrinya, baik dari saudara laki-laki maupun 
saudara perempuannya, kecual;I atas izin istrinya. Para ulama tersebut 
berargumentasi dengan ayat berikut ini, Allah berfirman dalam QS an-Nisa:4/24. 
...   ْمُكِل  َذ َااَرَو اَّم مُكَل َّلِحُأَو...  
 
Terjemahnya: 
dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian 
36
 
 
maksudnya, sesudah ayat di atas mengemukakan deretan wanita-wanita yang 
tidak boleh dikawini, selanjutnya ayat tersebut membolehkan mengawini wanita-
wanita yang selain itu. Pembolehan ini meliputi pula menyatukan bibi dan 
keponakan perempuannya sebagai istri. Kalau seandainya penyatuan ini 
                                                           
36 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an al-karim dan Terjemahnya (Semarang: PT. Toba 
Putra, 1996), h.82. 
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diharamkan niscaya Al-Qur‟an memberikan nash untuk itu, seperti yang ada pada 
pengalasan yang mengatakan bahwa , “kalau seandainya salah seorang di antara 
keduanya itu ada yang laki-laki…” seperti yang dikemukakan terdahulu, itu 
semata-mata istihsan, dan itu tidak diterima dikalangan Imamiyah. Di samping itu 
Imam Abu Hanifah justru membolehkan seseorang mengawini seorang wanita 
dan (bekas) istri ayah perempuan itu, sekalipun bila diandaikan bahwa salah satu 
di antara kedua laki-laki , pasti tidak diperbolehkan mengawini yang perempuan 
itu. Soalnya jelas sekali bahwa seorang ayah pasti tidak boleh mengawini 
anaknya dan anak perempuan tirinya sebagaimana halnya pula dia tidak boleh 
mengawini ibunya maupun ibu tirinya.
37
 
Penulis menyimpulkan bahwa pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah dan 
islam senantiasa menganjurkan umatnya untuk menikah dan tidak hidup melajang. 
Pernikahan dalam islam dipandang sebagai suatu ibadah dan hukumnya bisa 
berbeda-beda. Tujuan pernikahan dalam islm adalah untuk membangun rumah 
tangga dan meneruskan keturunan. Meskipun demikian, ada pernikahan yang 
tidak boleh dilaksanakan yaitu pernikahan dengan wanita yang haram dinikahi. 
Diantaranya karena adanya hubungan pertalian nasab, hubungan sesusuan, 
hubungan mushaharah, karena sumpah li‟a dan ada juga yang haram dinikahi 
tidak untuk selamanya (larangan bersifat sementara). 
 
 
 
                                                           
37 Muhammad Jawad Mughniyah, Kitab al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Khamzah, h. 330. 
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BAB III 
BIOGRAFI IMAM SYAFI’I (يعفاشلا) DAN IMAM AHMAD BIN HAMBAL 
(لبنح نب دمحأ ) 
A. BIOGRAFI IMAM SYAFI’I (يعفاشلا) 
1. Riwayat Hidup 
       Beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi‟i bin 
Said bin Abu Yazid bin Hakim bin Muhthalib bin Abdul Manaf. Keturunan beliau 
dari pihak bapak bertemu dengan keturunan nabi Muhammad saw. pada Abdul 
Manaf. Oleh karena itu, beliau masih termasuk suku Quraisy, berasal dari 
golongan Al-azd. Beliau lahir di Ghaza, salah satu kota di daerah Palestina di 
pinggir laut Tengah pada tahun 150 H (767M) dan wafat di Mesir tahun 204 H 
(822 M).
38
 
       Di banyak literatur tentang biografinya, dikisahkan bahwa ia dilahirkan pada 
tahun 150 H. Sekalipun masih terdapat perbedaan pendapat mengenai tempat asal 
kelahirannya. Yaqut misalnya, dalam sebuah karya tulisnya sekaligus mengajukan 
3 riwayat yang berbeda. Yang kesemuanya itu di sinyalir berasal dari ucapan 
syafi‟i sendiri. 
Riwayat pertama: “ Aku dilahirkan pada tahun 150 H di wilayah Ghazza (sebuah 
daerah yang kurang lebih berjarak 135 Km dari Yerusalam, Palestina). Kemudian 
aku dibawa pindah ke Mekkah, dalam usia 2 tahun oleh ibuku yang 
berkebangsaan Azd”.  
                                                           
38 Muslimin Ibrahim, pengantar fiqh Muqaaran (Jakarta: Erlangga, 1989), h. 88. 
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Riwayat kedua: “Syafi‟i pernah menyatakan: “Aku lahir di Asqalan, yang berjarak 
kurang lebih 21 Km dari Ghazza, Palestina”. 
Sedangkan dalam riwayat ketiga, dinyatakan: “Aku dilahirkan di Yaman. Namun 
kemudian ada semacam rasa kekhawatiran di hati ibuku, sehingga beliau 
membawaku pindah ke Mekkah. Ini terjadi ketika usiaku 10 tahun atau tidak jauh 
dari itu”. (Yagud, Mu‟jamul Udaba‟, jilid 17, hal. 281).39 
Ayah beliau meninggal ketika beliau masih kecil dan dalam keadaan demikian 
beliau dibawa kembali oleh ibunya ke Mekah dan menetap di sana. 
Beliau hafal Al-Quran sewaktu berumur 9 tahun, di samping telah hafal 
sejumlah hadits. Karena kemiskinan, beliau hampir tidak dapat menyiapkan 
seluruh peralatan belajar yang diperlukan, sehingga beliau terpaksa mencari kertas 
yang tidak terpakai atau telah dibuang untuk menulis. 
Kemudian, atas persetujuan ibunya, beliau keperkampungan Kabilah Nudzail 
yang berdiam di salah satu dusun di luar kota Mekah. Beliau belajar selama 
beberapa tahun di perkampungan Kabilah, sampai beliau merasa telah memiliki 
pengetahuan bahasa Arab yang cukup. 
Sekembali dari perkampungan Kabilah Hudzail, beliau kembali menekuni 
pelajaran agama Islam, dengan mendatangkan ulama-ulama yang terkenal di 
Madinah waktu itu. Di antara ulama Mekah, hanya kepada Muslim bin Khalid Az-
Sanjilah, paling lama beliau menimba ilmu. Pada usia 15 tahun beliau telah di beri 
wewenang oleh gurunya untuk memberi fatwa dan bertindak sebagai wakil mufti. 
Wewenang yang seperti itu  hampir tidak pernah diberikan kepada orang seusia 
                                                           
39 Muhyiddin Abdus Salam, Pola Pikir Imam Syafi‟i (Jakarta: Fikahati Aneska, 1995), h. 
13-14. 
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beliau. Di samping berguru kepada Khalid Az-Zanji beliau menekuni pelajaran 
hadits kepada Sufyan bin „Uyaynah. 
Beliau ke Madinah ketika berusia 20 tahun, dengan membawa surat pengantar 
wali kota Mekah dan surat pengantar dari gurunya, Muslim bin Khalid, untuk 
berguru dan menuntut ilmu kepada Imam Malik. 
Pada waktu itu, di madrasah Imam Malik banyak juga ulama-ulama yang 
datang dari segenap penjuru dunia Islam, seperti dari Mesir, Irak Asia Tengah, 
Syria dan Turki untuk belajar kepadanya. Pada saat itu, Imam Syafi‟i dikenal 
sebagai wakil Imam Malik dalam memberikan pelajaran, maka ulama-ulama itu 
menghormati beliau pula.  
Pada saat itu, beliau  mendengar bahwa di Bagdad berdiam dua orang ulama 
yang terkenal, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, murid dan sahabat 
terdekat Imam Abu Hanifah dan pernah pula menjadi ketua Mahkamah Agung 
Bagdad. Timbul keinginan beliau menuntut ilmu kepadanya dan keinginan itu 
disampaikan kepada gurunya, Imam Malik. Imam Malik menyetujuinya dan 
berangkatlah beliau ke Bagdad dengan biaya Imam Malik. 
Selama tinggal di Kufah beliau bertempat tinggal di rumah Muhammad bin 
Hasan, memperlajari naskah-naskah dan buku-buku yang berhubungan dengan 
Mazhab Hanafi yang kemudian menjelma menjadi fiqh Irak. Di samping itu, 
beliau memperlajari peradilan dan hukum-hukum acara yang berlaku di peradilan 
dalam mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya. 
Irak waktu itu merupakan pusat kebudayaan dunia, jalan lalu lintas antara 
timur dan barat, tempat bertemunya aneka ragam kebudayaan yang berkembang di 
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dunia. Di sana terdapat bermacam bentuk pergaulan, adat-istiadat tingkah laku 
manusia, yang tidak diketahui dan dialaminya sewaktu berada di Hijaz. Semuanya 
itu memperluas pandangan pikiran dan pengalaman beliau dalam memecahkan 
persoalan-persoalan Agama Islam yang timbul akibat suasana, keadaan dan 
tempat. 
Adapun penjelasan dari ringkasan di atas “ Pada saat beliau mendengar bahwa 
di Bagdad berdiam dua orang ulama yang terkenal, yaitu Abu Yusuf dan 
Muhammad bin Hasan, beliau ke Bagdad untuk menuntut ilmu kepadanya. Di 
sana beliau tinggal di rumah Muhammad bin Hasan, mempelajari naskah-naskah 
dan buku-buku yang berhubungan dengan mazhab Hanafi yang kemudian 
menjelma menjadi fiqh Irak. Di samping itu beliau juga mempelajari peradilan 
dan hukum-hukum acara yang berlaku di peradilan dalam mengadili perkara-
perkara yang diajukan kepadanya”.  
Atas izin guru beliau Muhammad bin Hasan, beliau pergi mengunjungi 
daerah-daerah Persia, ke Anathul, Hirah, ke kota Ramlah di Palestina dan negeri-
negeri di bagian Selatan Baitul Magdis. Di negeri-negeri yang beliau kunjungi 
diajarkanlah kitab Muwaththa‟ dan pendapat-pendapat beliau sendiri. 
Dari kota Ramlah beliau langsung kembali ke Madinah, ke rumah Imam 
Malik. Sejak itu beliau mulai kembali memperdalam ilmunya di samping 
membantu Imam Malik mengajar, sampai Imam Malik meninggal dari tahun 179 
H. 
Kematian Imam Malik berpengaruh besar terhadap hidup dan kehidupan 
Imam Syafi‟i. semula ia tidak pernah memikirkan keperluan-keperluan 
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penghidupannya, tetapi setelah kematian gurunya itu, hal itu menjadi beban 
fikiran yang tidak dapat diatasinya. Karena itulah beliau menerima tawaran wali 
negeri Yaman untuk diangkat menjadi sekretaris beliau. Waktu itu beliau berumur 
29 tahun. 
Selama menjabat sekretaris Wali negeri Yaman banyak bertambah 
pengetahuan beliau tentang ilmu politik dan ilmu pemerintahan, cara-cara yang 
kotor yang dilakukan dalam berpolitik dan sebagainya. Waktu itulah beliau 
melaksanakan perkawinan dengan Hamidah binti Nafi‟, termasuk salah seorang 
keturunan Utsman bin „Affan. 
Negeri Yaman waktu itu termasuk salah satu daerah yang berada di bawah 
pemerintahan dinasti Abbasiyah, dengan kepala Negara Harun Al-Rasyid yang 
berkedudukan di Bagdad. Di negeri itu sedang berkembang gerakan syi‟ah yang 
menjadi musuh dinasti Abbasiyah. Maka Imam Syafi‟i dituduh ikut  terlibat dalam 
gerakan Syi‟ah itu. Beliau bukan saja dianggap sebagai pengikut Syi‟ah, tetapi 
lebih dari dianggap sebagai pemimpin dari gerakan Syi‟ah. Karena itu beliau 
dibawa ke Bagdad untuk diadili, bersama-sama tokoh lain. Tokoh-tokoh yang lain 
dikenai hukuman mati, sedangkan Imam Syafi‟i dibebaskan dari semua tuduhan, 
berkat bantuan Muhammad bin Hasan, yang pernah menjadi guru beliau waktu 
beliau di Kufah dahulu. Kemudian beliau menetap di Bagdad di rumah 
Muhammad, di samping berguru kepadanya beliau juga sering mengadakan 
diskusi-diskusi dengan ulama-ulama yang ada di Bagdad. 
Pada tahun 181 H, beliau kembali ke Mekah dan beliau dapati ibu beliau telah 
meninggal dunia. Beliau disambut oleh pemerintah dan penduduk Mekah dengan 
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penuh penghormatan dan sejak itu beliau kembali mengajar dan mengadakan 
pertemuan-pertemuan dengan para ulama yang datang dari seluruh dunia di 
musim haji. Setelah beliau mendengar wafatnya Abu Yusuf dan Muhammad bin 
Hasan, Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Khalifah Al-Amin Ar-Rasyid, pada tahun 
198 H, berangkatlah beliau ke Bagdad. Beliau tinggal di Bagdad selama sebulan 
dan beliau mengadakan pertukaran pikiran dengan ulama-ulama di Bagdad waktu 
itu. Pada waktu itulah Muhammad bin Hanbal berguru kepada beliau. 
Pada tahun198 H, Khalifah Makmun memberhentikan Muththalib sebagai 
gubernur Mesir dan mengangkat Abbas bin Musa sebagai sebagai penggantinya. 
Bersama Abbas bin Musa berangkat pulalah Imam Syafi‟i ke Mesir. Pada 
keberangkatan itu beliau dilepas oleh Imam Ahmad bin Hambal. 
Beliau bertempat tinggal di rumah Abdullah bin Abdul Hakam. Demikianlah  
Imam Syafi‟i di Mesir selama 6 tahun sampai wafat. 
Beliau hidup dalam masa kejayaan pemerintahan dinasti Abbasiyah, dalam 
masa terjadinya persinggungan tajam antara ilmu filsafat, kebudayaan Helenisme 
dengan ajaran Islam. Pada masa ini banyak pikiran-pikiran kaum muslim 
dipengaruhi oleh filsafat dan kebudayaan helenisme ini, seperti halnya dengan 
aliran Mu‟tazilah dan sebagainya. Sekalipun para khalifah banyak yang terlibat 
dalam persinggungan-persinggungan itu dan banyak mengerjakan perbuatan-
perbuatan maksiat, namun mereka sangat menghargai perkembangan ilmu hadits 
dan ilmu fiqh. Para ulama mempunyai kedudukan tersendiri di samping Khalifah, 
seperti yang dilakukan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Khalifah Al-Amin dan 
sebagainya. 
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Sikap yang demikianlah yang membantu usaha-usaha Imam Syafi‟i dalam 
Islam. Beberapa peristiwa yang dapat menunjukkan kebenaran pernyataan di atas 
adalah: 
a. Waktu beliau akan pergi ke Madinah berguru kepada Imam Malik diberi surat 
pengantar oleh wali kota Mekah. Menurut riwayat beliau diantarkan sendiri 
oleh wali kota Madinah menghadap Imam Malik. 
b. Beliau diangkat menjadi sekretaris wali kota negeri (gubernur) Yaman atas 
permintaan gubernur itu sendiri, 
c. Beliau bebas dari tuduhan sebagai pemuka golongan Syi‟ah, di samping 
pertolongan Muhammad bin Hasan, juga karena kekaguman Khalifah Harun 
Ar-Rasyid sendiri kepada beliau sebagai seorang ulama yang luas 
pengetahuannya. 
d. Penghormatan Khalifah Makmun sewaktu melepas keberangkatan beliau ke 
Mesir dan ajakan gubernur Mesir Abbas bin Musa agar beliau bersedia tinggal 
di istana. 
e. Penghormatan gubernur Mesir ketika beliau wafat, dengan ikut memandikan 
jenazah beliau dan membayar segala hutang-hutang beliau. 
Sekalipun demikian ada suatu isyarat yang dapat ditangkap dari beberapa 
sikap Imam Syafi‟i terhadap penguasa waktu itu bahwa pada umumnya para 
penguasa banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ikut memegang suatu 
jabatan pada waktu itu berarti tidak dapat mengelakkan diri dari perbuatan 
maksiat itu, apalagi melaksanakan keinginan menegakkan kebenaran. Mungkin 
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inilah latar belakang beliau menolak secara halus tawaran Khalifah Harun Ar-
Rasyid untuk memegang jabatan qadhi di Yaman. 
Mengenai penerimaan beliau atas tawaran gubernur Yaman untuk menjadi 
sekretaris adalah karena desakan hidup, semata-mata untuk memperoleh gaji 
untuk memenuhi keperluan hidup.
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2.  Kitab-Kitab Karangan Syafi’i 
a. Kitab yang pertama kali dibuat oleh Imam asy-Syafi‟i ialah ar-Risalah 
yang disusun di Mekkah atas permintaan Abdur Rahman Ibn Mahdi. Di 
Mesir beliau mengarang kitab-kitab yang baru yaitu al-Umm, al-Amali 
dan al-Imlak.  
b. Al-Buaithi mengikhtisarkan kitab-kitab asy-Syafi‟i dan menamakannya 
dengan Al-Mukhtasar, demikian juga al-Muzani. Kitab yang ditulis di 
Mesir bukanlah kitab yang dipandang baru sama sekali, tetapi kitab-kitab 
di Mesir itu merupakan perbaikan dan penyempurnaan, penyaringan dan 
pengubahan dari kitab-kitab yang disusun di Baghdad berdasarkan kepada 
pengalaman-pengalaman baru.  
c. Ahli sejarah membagi kitab-kitab asy-Syafi‟i ke dalam dua bagian yakni: 
pertama, dinisbatkan kepada asy-Syafi‟i sendiri seperti kitab al-Umm dan 
ar-Risalah. Kedua, dinisbatkan kepada sahabat-sahabatnya seperti 
Mukhtasar al-Muzani dan Mukhtasar al-Buaithi.
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40 Muslimin Ibrahim, Pengantar Fiqh Muqaaran (Jakarta: Erlangga, 1989), h. 88-92. 
41 Ali Hasan, Perbandingan Mazhab(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 206-207. 
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B. BIOGRAFI IMAM AHMAD BIN HAMBAL (لبنح نب دمحأ ) 
1. Riwayat Hidup 
Beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Bilal bin Asad bin Idris 
bin Abdullah bin Hasan Asy-Syaibani Al-Marwazi, lahir tahun 164 H dan wafat 
tahun 241 H di Bagdad. Ibu beliau bernama Shafiyah binti Maimunah binti Abdul 
Malik bin Sawadah bin Hindun Asyaibani.  
Ayah beliau Muhammad, adalah tentara dinasti Abbasiyah yang bertugas di 
kota Maewi, salah satu kota yang berada di wilayah Khurasan, Asia Tengah. 
Sewaktu ibunda beliau hamil pergi ke Bagdad, pusat kota kerajaan Abbasiyah dan 
menetap di sana. Banyak anggota keluarga beliau yang lain menjadi tentara dan 
pegawai pemerintahan Abbasiyah. Pada usia 14 tahun beliau telah hafal seluruh 
Al-Quran. 
Pada waktu bapak beliau meninggal dunia, ia meninggalkan warisan sebuah 
rumah dan baju bersulam. Sekalipun dengan biaya yang sangat kurang, semangat 
dan ketekunan beliau menuntut ilmu tetap tinggi, tidak berkurang sedikitpun. 
Beliau berguru kepada seorang ulama fiqh yang terkenal, yaitu Abu Yusuf, 
seorang sahabat dan murid terkenal dari Imam Hanafi. Setelah beliau menguasai 
fiqh Irak beliau mulai belajar Hadits dan ilmu Hadits kepada ulama-ulama hadits 
yang ada di Irak waktu itu. 
Pada tahun 186 beliau meninggalkan Bagdad menuju kota-kota Kufah, 
Bashrah, Syam, Mekah dan Madinah. Di Mekah beliau bertemu dengan Imam 
Syafi‟i dan belajar pula dengannya. 
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Adapun penjelasan dari ringkasan di atas “ ahmad bin Muhammad bin Hanbal 
bin Bilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan Asy-Syaibani Al-Marwazi, 
lahr tahun 164 H dan wafat tahun 241 H di Bagdad. Pada usia 14 tahun beliau 
telah hafal seluruh Al-Qur‟an. 
Beliau berguru kepada seorang ulama fiqh yang terkenal, yaitu Abu Yusuf.  
Setelah beliau menguasai fiqh Irak beliau mulai belajar Hadits dan Ilmu Hadits 
kepada ulama-ulama hadits yang ada di Irak waktu itu”. 
Beliau menunut ilmu dengan tekun, tabah dan sabar, tanpa mengindahkan 
rintangan-rintangan yang menghalang dihadapan beliau, seperti kekurangan uang 
untuk belanja menuntut ilmu itu, tempat yang berjauhan yang harus beliau 
kunjungi dan sebagainya. 
Beliau pertama kali belajar hadits kepada Husyaim bin Abi Hazim Al-Wasithi 
(wafat 183 H). Pada waktu itu pula beliau belajar kepada Umar bin Abdullah bin 
Khalid, Abdurrahman bin Mahdi dan Abu Bakar bin „Iyasy. Waktu beliau pergi 
ke Mekah menunaikan ibadah haji, beliau bertemu dengan Imam Syafi‟i dan 
Sufyan bin „Uyaynah, beliau tertarik kepada kedua imam itu. Kepada Imam 
Syafi‟i dan belajar Ushul Fiqh, ilmu yang baru digali Imam Syafi‟i dan belajar 
cara-cara mengistimbathkan hukum. Maka terjalinlah hubungan yang erat antara 
keduanya. Kepada Sufyan bin „Uyaynah beliau menuntut ilmu hadits dan 
menerima hadits-hadits yang ada padanya. 
Pada tahun 198 H. setelah menunaikan ibadah haji, beliau pergi ke Yaman 
untuk menerima dan mempelajari hadits dari Abdurrazaq yang tinggal di kota 
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Shan‟a,. dalam perjalanan itu beliau disertai oleh Yahya bin Ma-in, salah seorang 
ulama Hadits terkenal waktu itu. 
Selama dua tahun itu beliau bekerja sebagai pelayan untuk menutupi 
keperluan hidupnya selama belajar. Semuanya itu dilakukan karena kecintaan 
beliau yang sangat kepada sunah Rasulullah dan ilmu pengetahuan agama Islam. 
Beliau sangat terkenal sebagai seorang yang anti bid‟ah. Beliau sangat marah 
mendengar perkataan yang dikerjakannya berlawanan tidak sesuai dengan sunnah 
Rasulullah. 
Dari keterangan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa: 
a. Ada dua bidang ilmu agama Islam yang beliau kuasai, yaitu ilmu fiqh dan 
ilmu hadits. 
b. Ilmu fiqh dituntut beliau dari seorang murid Imam Hanafi yang terkenal, yaitu 
Abu Yusuf  dan dari Imam Syafi‟i sendiri sebagai guru kedua beliau dalam 
bidang fiqh. 
c. Ilmu hadits dan hadits-hadits beliau tuntut dan terima dari Husyaim bin Abi 
Hazim, kemudian beliau mengadakan perjalanan yang jauh, seperti ke Syam, 
Mekah, Madinah dan Yaman disamping di Irak beliau mengunjungi ulama-
ulama hadits yang terkenal waktu itu. 
Pada tahun 198 H, Imam Syafi‟i datang ke Bagdad dan berdiam di kota 
selama satu bulan. Dalam masa itu beliau melepas keberangkatan Imam Syafi‟i  
ke Mesir bersama Abbas bin Musa, gubernur Mesir yang baru, yang diangkat 
Khalifah Makmun. 
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Dalam berusaha menuntut ilmu ada dua hal yang dilakukan Imam Ahmad bin 
Hanbal: 
a. Mencatat semua hadits yang beliau terima setelah beliau hafal. Hadits-hadits 
yang beiau sampaikan kepada orang lain adalah hadits-hadits yang telah beliau 
catat, bukan yang beliau hafal, sehingga dengan demikian dapat dihindari 
kelupaanya. 
b. Yang paling diutamakannya ialah mempelajari Hadits, fatwa-fatwa dan hasil 
ijtihad para sahabat. 
Ada beberapa sifat atau keadaan yang terdapat pada Imam Ahmad, sehingga 
dengan mudah ia dapat menguasai beberapa cabang ilmu agama islam dalam 
waktu yang singkat, yaitu: 
a. Mempunyai kemampuan hafalan yang luar biasa. Beliau banyak menghafal 
hadits-hadits yang kemudian beliau tulis dalam kitab musnad dan hal itu 
dengan mudah beliau lakukan. Di samping itu, ia hafal seluruh Al-Quran, 
fatwa-fatwa sahabat dan tabi‟in. Semuanya ini melapangkan jalan penguasaan 
ilmu yang dituntutnya. 
b. Mempunyai sifat sabar, tabah, tahan menderita dan tekun menghadapi semua 
pekerjaan yang beliau lakukan. Di samping itu, ia mempunyai cita-cita yang 
tinggi yang hendak beliau capai. Sifat-sifat ini nampak dalam usaha-usaha 
beliau mencari hadits-hadits dengan negeri-negeri yang berjauhan tanpa 
memperhitungkan ada dan tidaknya biaya yang diperlukan. 
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c. Menjauhkan diri dari tindakan, sikap, dan pendapat yang diragukan 
kebenarannya. Melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Semata-mata untuk 
mencari keridhaan Allah swt.
42
 
2. Kitab-Kitab Karangan Imam Ahmad bin Hambal dalam Bidang Hadis 
dan Fiqih 
Ahmad bin Hanbal adalah imam dalam bidang hadis. Melalui keahliannya 
dalam bidang hadis dan atsar, beliau menjadi imam pula dalam bidang fiqih 
walaupun fiqihnya merupakan fiqih atsar.  Ibnu Jarir tidak menggolongkan Imam 
Ahmad ke dalam golongan para fuqaha, demikian pula Ibnu Qutaibah. 
Akan tetapi, penelitian yang mendalam tentang peninggalan-peninggalan 
beliau dan studi-studinya mengharuskan kita menetapkan bahwa Imam Ahmad 
bin Hanbal adalah seorang ahli hukum yang berpedoman pada atsar. Di hadapan 
kita sekarang terdapat sejumlah fatwanya dan sejumlah riwayat darinya, baik 
berbeda-beda ataupun tidak. Semuanya membuktikan bahwa sesungguhnya 
Ahmad bin Hanbal r.a adalah seorang imam dalam bidang fiqih. 
Pada mulanya memang Ahmad bin Hanbal melarang sahabat-sahabatnya 
mencatat fatwa-fatwanya. Beliau pun menggolongkan dirinya dalam golongan 
ahli hadis maka segala fatwanya pun berdasarkan hadis. Namun demikian, 
keadaan menghendaki beliau untuk membicarakan peristiwa-peristiwa yang tidak 
ada nash-nya. Oleh karena itu, beliau pun menulis fatwa-fatwanya. Dalam hal itu, 
kita hanya menemukan kitab Imam Ahmad dalam bidang hadis, yaitu kitabnya 
                                                           
42 Muslimin Ibrahim, pengantar fiqh Muqaaran 
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yang terkenal dengan nama Al-Musnad. Kita tidak dapat menemukan kitabnya 
dalam bidang fiqih. 
Musnad  Imam Ahmad ialah koleksi hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang 
diriwayatkan Ahmad. Kitab inilah saripati hadis Nabi yang diterima Ahmad dan 
ditulis (dikumpulkan) dengan menyebut sanad-sanad-nya. Kitab ini mulai 
dikumpulkan isinya sejak beliau berumur 16 tahun. 
Para ulama ahli hadis menetapkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal mulai 
mengumpulkan hadis untuk musnad-nya pada tahun 180 H. beliau mengumpulkan 
koleksi hadisnya dalam lembaran yang terpisah-pisah dan merupakan suku-suku 
yang berdiri sendiri. Beliau wafat sebelum sempat meneliti, menyaring dan 
membersihkan. Kemudian putranya memasukkan ke dalam Musnad itu, hadis-
hadis yang ia dengar dari ayahnya. Oleh karena itu, Musnad yang beredar dalam 
masyarakat Islam sekarang ialah karya putranya yang bernama Abdullah, dan 
dialah yang menerbitkan Al-Musnad dalam bentuk sekarang ini. 
Sebelumnya Imam Ahmad telah berusaha menyebutkan hadis yang cukup 
sanad-nya dan dipandang sahih olehnya dalam Musnad-nya. Di dalam menulis 
Musnad-nya, Ahmad membersihkan kitab dari hadis-hadis yang berlawanan 
dengan hadis yang sahih dan juga memperhatikan keadaan matan sebagaimana 
memperhatikan keadaan sanad.  
Hanya saja, dalam memperhatikan keadaan matan, Imam Ahmad tidak sekeras 
Imam Abu Hanifah dan Imam Malik Radhiyadallahu Anhuma. Ahmad bin Hanbal 
tidak menolak suatu hadis lantaran ada cacat pada matan-nya, terkecuali kalau 
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berlawanan dengan Hadis Masyhur. Oleh sebab itu, di dalam Al-Musnad  terdapat 
beberapa hadis yang dha‟if  dan hadis maudhu‟ (palsu) dari sisipan Al-Qathi‟i. 
Imam Ahmad bin Hanbal tidak menulis kitab dalam bidang fiqih yang dapat 
dijadikan pegangan pokok. Beliau hanya menulis kitab hadis. Risalah-risalah-nya 
pun berkembang dalam masyarakat dan semuanya merupakan kitab hadis. Tidak 
ada sesuatu istinbath fiqih. 
Kitab-kitab yang ditulis seperti: 
a. An-Nasikh wal Mansukh; 
b. At-Tarikh; 
c. Al-Muqaddam wal muakhkar fii Kitabillahi Ta‟aalaa; 
d.  Fadhailush Shahabah; 
e. Al-Manasikul Kabiir; 
f. Al-Manasikush Shaghriir; 
g. Tha‟atur Rasul SAW., dan lain-lain.43 
Semuanya dalam bidang hadis. Selain itu, ada beberapa risalah yang 
menerangkan pendapat beliau tentang Al-Quran, menolak Jahmiyyah, dan 
menolak tahan Zindik. 
Karena Imam Ahmad bin Hanbal r.a. tidak membukukan fiqihnya dalam suatu 
kitab yang khusus, tidak pula mendiktekannya kepada murid-muridnya 
sebagaimana yang dilakukan Imam Abu Hanifah, maka yang dijadikan pegangan 
dalam penukilan fiqihnya ialah kegiatan murid-muridnya. 
                                                           
43  Muhammad Zaid Ramadhan al-Bauthi, Bahaya Bebas Mazhab dalam Keagungan 
Syariat Islam 
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Sebagian golongan umat islam meragukan riwayat-riwayat yang dikutip dari 
Ahmad. Padahal riwayat-riwayat tersebut telah diterima baik oleh ulama sebagai 
kutipan yang benar-benar berasal dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan 
demikian, selama belum ada bukti tegas bahwa riwayat –riwayat tersebut bukan 
dari Ahmad, tetaplah kita berpendapat bahwa riwayat-riwayat tersebut berasal dari 
beliau. 
Selama lebih dari dua puluh tahun, Imam Ahmad hidup sesudah menderita 
siksaan dalam penjara. Masyarakat di masa itu telah memandang beliau sebagai 
imam agama dan fiqihnya pun telah berkembang di masa hidup beliau. Fiqih-
fiqihnya itu disebut oleh para muridnya dengan nama Masa‟il. Fiqih Ahmad 
dikutip dan dikembangkan oleh murid-muridnya. Harb Al-Kirmani misalnya, 
telah mengembangkan masalah-masalah tersebut sebelum menemui Imam Ahmad. 
Setelah kitab itu selesai, barulah dia menemui Ahmad. 
Mengenai banyaknya pendapat yang berlawanan satu sama lain dan juga yang 
diriwayatkan darinya, hal semacam itu dialami oleh imam lain. Apabila 
merasakan bahwa apa yang telah difatwakan mempunyai segi-segi kelemahan, 
para imam segera mengeluarkan fatwa baru. Maka masing-masing murid yang 
mendengar fatwa-fatwa, meriwayatkan apa yang didengarnya. Apa yang didengar 
oleh yang pertama tidak didengar oleh yang kedua. Inilah alasannya mengapa 
banyak kita temukan pendapat dan riwayat dari seseorang imam dalam suatu 
masalah. Imam Asy-Syafi‟i r.a. sendiri yang menulis fiqihnya atau 
mendiktekannya terkadang mendiktekan dengan perkataan-perkataan yang 
berbeda, hingga dalam riwayat-riwayat yang dikeluarkan oleh Ar-Rabi‟ bin 
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Sulaiman r.a. kita menemukan seperti itu. Dia mengutip dua pendapat dalam satu 
masalah, hal tersebut mengingatkan bahwa masalah itu menerima dua 
kemungkinan tanpa menguatkan salah satunya.
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44  Muhammad Zaid Ramadhan al-Bauthi, Bahaya Bebas Mazhab dalam Keagungan 
Syariat Islam (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2001), h.. 307-310. 
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BAB IV 
ANALISIS PERBANDINGAN PERKAWINAN HAMIL DI LUAR NIKAH 
DAN STATUS NASAB ANAK PERSFEKTIF IMAM SYAFI’I DAN IMAM 
AHMAD BIN HAMBAL 
1. PANDANGAN IMAM SYAFI’I TENTANG PERKAWINAN HAMIL 
DILUAR NIKAH 
       Ibnu Radhyallahu Anhu pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina 
dengan seorang wanita, lalu laki-laki itu bermaksud menikahi wanita tersebut. Dia 
menjawab pertanyaan itu, dengan mengatakan, “Boleh saja. Bagaimana menurut 
pendapatmu, jika ada seorang laki-laki mencuri korma seseorang lalu menjualnya, 
apakah hal itu dibolehkan?” 
       Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, lalu setelah enam 
bulan perempuan itu membawa seorang anak dari hasil perzinaan tersebut, para 
ulama berpendapat bahwa tidak ada hubungan nasab antara anak tersebut dengan 
laki-laki itu dan antara keduanya pun tidak saling mewarisi. Sedangkan mengenai 
pernikahan, Imam Syafi‟i telah mengemukakan, saya memakruhkannya menikahi 
wanita tersebut, tetapi jika tetap menikahinya, maka saya tidak menganggap batal 
pernikah mereka.” 
       Mengenai illah (alasan) Imam Syafi‟i memakruhkan laki-laki berzina 
menikahi anak perempuan tersebut. Ada yang mengatakan bahwa, Syafi‟i 
memakruhkan hal itu untuk keluar dari perbedaan pendapat. Karena ada sebagian 
orang yang tidak membolehkan laki-laki itu menikahinya. 
45
 
                                                           
45 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, h. 132. 
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Imam Syafi‟i berpendapat bahwa hukum perkawinan akibat hamil luar nikah 
adalah sah, perkawinan boleh dilangsungkan ketika wanita sedang dalam keadaan 
hamil. Baik perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang 
bukan menghamilinya. Imam Syafi‟i  juga berpendapat bahwa tujuan utama 
„iddah adalah untuk menjaga kesucian nasab, bayi yang lahir akibat hubungan 
luar nikah nasabnya kembali kepada ibunya. Dengan demikian tidak ada „iddah 
yang harus dilakukan oleh wanita yang hamil di luar nikah. 
Mazhab syafi‟i berpendapat bahwa zina itu tidak menetapkan haramnya 
mushaharah (menjalin hubungan penikahan) sehingga dibolehkan bagi seorang 
yang berbuat zina menikahi ibu dari wanita yang dizinainya. Mengenai hal ini 
terdapat banyak hadits yang semuanya mempunyai kekuatan dalil tersendiri. 
Misalnya hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiallahu Anhu, ia 
bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,  
ا ُوَل ْ ِم َّلَِإ ُحِكْن َي َلَ ُدْوُلْجَمْلا ِااَّ ل َ .(دواد وبأ و   أ هاور)  
Artinya: 
seorang pezina yang telah dicambuk tidak boleh menikah kecuali dengan 
wanita yang semisalnya (pezina juga)”. (HR.Ahmad dan Abu Dawud) 
 
Dalam kitab Fhatul Baari disebutkan bahwa para perawi hadits ini tsiqah.
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Wanita pezina (pelacur) boleh dinikahi demikian menurut Hanafi dan Syafi‟i. 
orang yang berzina dengan seorang perempuan tidak haram menikahi perempuan 
tersebut, begitu pula menikahi ibu dan anaknya. Demikian menurut pendapat 
Maliki dan Syafi‟i. 
                                                           
46 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm.128 
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Apabila seorang berzina, maka suaminya boleh langsung mencampurinya 
tanpa „iddah. tetapi apabila ia hamil maka makruh menyetubuhinya hingga ia 
melahirkan. Demikian menurut Hanafi dan Syafi‟i.47 
 Syafi‟i dan Maliki berpendapat seorang laki-laki boleh mengawini anak 
perempuannya dari hasil zina, saudara perempuan cucu perempuan, baik dari 
anaknya yang laki-laki maupun yang perempuan, dan keponakan perempuannya, 
baik dari saudara-saudaranya yang laki-laki maupun yang perempuan sebab 
wanita-wanita itu secara syar‟i adalah orang-orang yang bukan muhrim, dan 
diantara mereka berdua tidak bisa saling mewarisi.
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Seseorang yang telah berzina dengan seorang budak boleh menikahinya dan 
terus menyetubuhinya. Demikian menurut pendapat Syafi‟i.49 
Penulis menyimpulkan bahwa Imam Syafi‟i membolehkan perkawinan wanita 
hamil luar nikah dengan laki-laki menghamilinya maupun laki-laki yang bukan 
nmenghamilinya. Kebolehan ini adalah kebolehan secara mutlak maksudnya tidak 
ada syarat terhadap kebolehan ini. Argemntasi imam syafi‟i yang membolehkan 
perkawinan ini karena wanita yang menikah karena zina ini bukanlah termasuk 
wanita yang haram dinikahi sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-Qur‟an. 
Mengenai masalah iddah, Imam Syafi‟i berpendapat bahwa wanita yang hamil 
luar nikah tidaklah memiliki iddah. hal ini dikarenakan tujuan iddah adalah untuk 
menghormati sperma atau janin yang terdapat pada wanita (yang disalurkan 
melalui hubungan yang sah).  Sedangkan hubungan zina adalah hubungan yang 
                                                           
47 Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab 
(Bandung: Hasyimi, 2001), h. 349. 
48 Muhammad Jawad Mughniyah, Kitab al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Khamzah, h. 330. 
49 Syaikh Al-Allamah Muhammad bin „Abdurrahman ad-Dimasyqi Fiqh Empat Mazhab, 
h. 351. 
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haram dan tidak sah, oleh sebabnya itu maka janin dari hasil zina itu tidaklah 
wajib untuk di hormati.  Karena alasan itu pula Imam Syafi‟i berpendapat bahwa 
apabila wanita tersebut telah melakukan akad nikah yang sah, maka mereka boleh 
melakukan hubungan biologis tanpa harus menunggu kelahiran bayi. 
2. PANDANGAN IMAM AHMAD BIN HAMBAL TENTANG 
PERKAWINAN HAMIL DILUAR NIKAH 
Hanafi, Imamiyah dan Hambali menyatakan: Anak perempuan hasil zina itu 
haram dikawini sebagaimana keharaman anak perempuan yang sah. Sebab anak 
perempuan tersebut merupakan darah-dagingnya sendiri. Dari segi bahasa dan 
tradisi masyarakat („urf) dia adalah anaknya sendiri. Tidak diakuinya ia sebagai 
anak orang syar‟i, dari sisi hukum waris, tidak berarti ia bukan anak kandungnya 
secara hakiki, namun yang dimaksud adalah menafikan akibat-akibat syar‟inya 
saja,  misalnya hukum waris dan memberi nafkah. 
Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa zina itu menyebabkan keharaman  
mushaharah , maka kalau seorang anak laki-laki melakukan zina dengan seorang 
perempuan maka laki-laki itu haram mengawini anak perempuan dan ibu wanita 
yang dizinainya itu. Sedangkan wanita itu sendiri haram pula dikawini oleh ayah 
dan anak laki-laki dari pria yang menzinainya. Kedua mazhab tidak membedakan 
antara terjadinya perzinaan sebelum dan sesudah perkawinan. Andai kata seorang 
laki-laki berzina dengan mertua wanitanya,  atau seorang anak berzina dengan 
istri ayahnya (ibu tirinya), maka istrinya menjadi haram bagi suaminya untuk 
selama-lamanya, bahkan dalam kitab Multaqial-Anhar yang ditulis seorang ulama 
Hanafi (Jilid I, bab Al-zawaj) disebutkan bahwa, manakala ada seorang laki-laki 
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membangunkan istrinya untuk dia campuri, tapi bagian tangannya menyentuh 
bagian tubuh anak perempuan tirinya , kemudian dia mengelusnya dengan birahi, 
dan memang anak perempuan itu mengundang birahi, lantaran ia menyangka 
bahwa wanita yang dia sentuh itu adalah istrinya, maka istrinya itu menjadi haram 
baginya untuk selama-lamanya .  
Pembaca juga bisa menggambarkan hal yang sama dari sisi istrinya, yaitu 
bahwa yang membangunkan adalah istrinya, tetapi kemudian tangannya 
menyentuh bagian tubuh anak laki-laki tirinya, yang kemudian dielusnya dengan 
disertai birahi. 
Syafi‟i mengatakan bahwa perzinaan itu tidak menyebabkan adanya 
keharaman mushaharah berdasarkan hadis yang berbunyi : 
 َاَلََّْاا  ُ ِّرَ ُ َلَ  َُاَرْاا 
 
 
Artinya:  
Yang haram itu tidak bisa mengharamkan (membuat haram) sesuatu yang 
halal.
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Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, lalu setelah enam 
bulan perempuan itu membawa seorang anak yang mungkin hasil dari perzinaan 
tersebut, maka tidak terdapat perbedaan antara para ulama bahwa tidak ada 
hubungan nasab antara anak tersebut dengan laki-laki itu dan antara keduanya pun 
tidak saling mewarisi. Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan, “tidak 
dibolehkan baginya menikahi wanita tersebut”, lalu para pengikut abu Hanifah 
berbeda pendapat mengenal alasan diharamkannya pernikahan tersebut. Golongan 
                                                           
50 Muhammad Jawad Mughniyah kitab al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Khamzah, h. 331-332 
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pertama mengatakan, diharamkannya laki-laki itu menikahi wanita tersebut karena 
ia adalah anak perempuan dari wanita yang dulu pernah berzina dengannya dan 
bukan karena ia anak sebagai hasil zina. Dan menurutnya, karena perzinaan itu, 
maka ditetapkanlah keharaman mushaharah, sebagaimana yang telah diuraikan, 
sehingga  ia tidak haram untuk dinikahi oleh ayah dan anak laki-laki tersebut”. 
Sedangkan orang-orang terakhir dari penganut mazhab ini mengemukakan, 
“ Diharamkan menikahi anak perempuan itu karena ia diciptakan dari air maninya. 
Berdasarkan hal tersebut ia haram dinikahi oleh ayah dan anak laki-laki dari laki-
laki yang berzina itu.” Dan inilah pendapat yang paling shahih menurut pendapat 
mereka.
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Kata Abu Hanifah: tak boleh disetubuhinya sebelum lewat satu kali haid saja, 
atau sampai bersalin kalau ia hamil, Imam Malik memakruhkan kita untuk 
menikahi wanita pezina. 
Kata Ahmad: tidak boleh dinikahi wanita-wanita yang telah dizina, terkecuali 
dengan dua syarat: 
a. Istibra‟ (selesai bersalin kalau hamil dan dengan tiga kali haid, kalau tidak 
hamil) 
b. Telah bertobat dari zina. 52 
Penulis menyimpulkan bahwa Imam Ahmad bin Hambal  berpendapat bahwa 
perkawinan hamil luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya  tidak boleh 
dilaksanakan kecuali mereka bertaubat terlebih dahulu, dengan kata lain boleh 
                                                           
51 Syaikh Hasan Ayyub,  Fikih Keluarga, h. 132-133. 
52 Tengku Muhammad Hasbi As Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam (Semarang: PT 
Pustaka Riski Putra, 1997), h. 243-244. 
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namun bersyarat. Untuk perkawinan hamil luar nikah dengan laki-laki yang bukan 
menghamilinya hukumnya itu haram.  
Imam Ahmad bin Hambal juga berpendapat bahwa wanita hamil luar nikah 
tetaplah memiliki masa iddah  sebagaimana perempuan yang di tinggal mati atau 
ditalak oleh suaminya. Penetapan mengenai masa iddah ini untuk menjaga 
kesucian rahim, yakni apakah ia mengandung janin dari laki-laki yang 
menghamilinya atau tidak, bukan sekedar untuk menghormati sperma atau janin 
yang disalurkan melalui perlawinan yang sah. 
3. STATUS NASAB ANAK DARI PERNIKAHAN WANITA HAMIL 
MENURUT IMAM SYAFI’I DAN IMAM AHMAD BIN HAMBAL 
Nasab ar: an-nasab = keturunan atau kerabat) pertalian kekeluargaan 
berdasarkan hubungan darah berdasarkan salah satu akibat dari perkawinan yang 
sah. Ulama fiqih mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu fondasi yang 
kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat 
antarpribadi berdasarkan kesatuan darah.
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Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan Allah SWT 
kepada hambanya sesuai dengan Firman-Nya: “dan dia (pula) yang menciptakan 
manusia dari air , lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan musaharah 
(hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhanmu 
Maha Kuasa” (QS.25:54). Dalam kaitan ini pula seorang ayah dilarang 
mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita menisbahkan 
(membangsakan) seorang anak kepada yang bukan ayah kandungnya. Rasulullah 
                                                           
53 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 
1996), h. 1304. 
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SAW bersabda: “Wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinaan, 
Allah mengabaikannya dan sekali-kali tidak akan dimasukkan Allah ke dalam 
surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan dia 
mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga…” (HR Abu 
Dawud , an-Nasa‟i, al-Hakim, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah). 
Sebaliknya anak juga dilarang menasabkan dirinya kepada laki-laki selain 
ayahnya sendiri. Dalam hal ini Rasulullah SAW mengatakan: “Siapa saja yang 
menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain ayahnya sedangkan ia tahu bahwa itu 
bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga. (HR al-Bukhari, Muslim, 
Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Sa‟ad dan Abu Waqqas). 
a. Penyebab Nasab 
Ulama sepakat menyatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi 
disebabkan kehamilan yang disebabkan hubungan seksual yang dilakukannya 
dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah 
maupun melalui perzinaan.
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Adapun nasab anak terhadap ayah bisa terjadi karena tiga hal: 
1) Nasab melalui perkawinan yang sah 
Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa anak yang lahir dari seoprang wanita 
dalam suatu perkawinan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Hal 
ini sejalan dengan bunyi hadis: “Anak itu bagi siapa yang menggauli ibunya 
(dalam nikah yang sah)” (HR. al-Jamaah [mayoritas ahli hadis] , kecuali at-
Tarmizi). Untuk itu disyaratkan tiga hal berikut: 
                                                           
54 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. 1, h. 1304. 
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a) Suami tersebut seorang yang memungkinkan dapat member keturunan, yang 
menurut kesepakatan ulama fikih adalah seorang laki-laki yang telah baliq. 
Oleh sebab itu, nasab tidak bisa terjadi dari lelaki yang tidk mampu 
melakukan sanggama atau lelaki yang tidak mempunyai kelamin, kecuali bisa 
diobati. 
b) Menurut ulama Mazhab Hanafi, anak itu lahir enam bulan setelah perkawinan. 
Jumhur ulama menambahkannya dengan syarat: suami istri telah melakukan 
hubungan sanggama. Jika kelahiran anak itu kurang dari enam bulan menurut 
kesepakatan ulama fikih maka anak yang lahir itu tidak bisa dinasabkan 
kepada suami wanita itu. Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan terjadi 
sebelum akad nikah, kecuali apabila suami tersebut mngakuinya. Pengakuan 
tersebut harus diartikan sebagai pernyataan bahwa wanita itu hamil sebelum 
akad nikah. Bisa juga kehamilan itu terjadi dalam perkawinan yang akadnya 
fasid atau karena terjadinya hubungan sanggama syubhat. Jika demikian 
halnya, menurut Wahbah az-Zuhaili (ahli fikih di Universitas Damascus, 
Suriah), maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut 
demi kemaslahatan anak tersebut. 
c) Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati 
ulama fikih. Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan 
kemungkinan bertemu tersebut, apakah pertemuan itu bersifat actual atau 
menurut perkiraan. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pertemuan 
berdasarkan perkiraan logika bisa terjadi. Oleh sebab itu, apabila wanita 
tersebut hamil selama enam bulan sejak ia diperkirakan bertemu dengan 
49 
 
 
 
suaminya, maka anak yang lahir dari kandungannya itu dinasabkan kepada 
suaminya.misalnya, seorang wanita yang lahir dari Timur menikah dengan 
seorang lelaki dari Barat dan mereka tidak bertemu selama satu tahun, tetapi 
lahir anak setelah enam bulan sejak akad nikah dilangsungkan. Anak tersebut 
dinasabkan kepada suami wanita ini. Menurut Mazhab Hanafi, bisa saja terjadi 
pertemuan melalui kekeramatan seorang sufi sehingga seseorang bisa 
menempuh jarak yang jauh dalam waktu singkat. Namun logika seperti ini 
ditolak oleh jumhur ulama. Menurut mereka, kehamilan bisa terjadi apabila 
suami istri tersebut dapat bertemu secara aktual serta pertemuan tersebut 
memungkinkan bagi mereka melakukan hubungan sanggama. Inilah yang 
dimaksud Rasulullah SAW melalui sabdanya: “Anak itu bagi siapa yang 
menggauli ibunya.” Menurut Wahhab az-Zuhaili, perbedaan pendapat ini 
muncul karena ulama Mazhab Hanafi menganggap bahwa pengingkaran 
seorang lelaki terhadap anak hanya bisa terjadi melalui lian, namun jumhur 
ulama berpendapat bahwa pengingkaran terhadap anak tersebut selain melalui 
lian juga bisa dengan cara lainnya, yaitu ketika suami tidak mungkin bertemu 
secara aktual dengan istrinya. 
Apabila anak itu lahir setelah terjadi perceraian antara suami istri, maka untuk 
menentukan apakah anak itu bernasab kepada suami wanita tersebut terdapat 
beberapa kemungkinan.  
a. Ulama fikih sepakat menyatakan apabila seorang suami menalak istrinya 
setelah melakukan hubungan sanggama dan kemudian lahir anak kurang dari 
enam bulan setelah perceraian terjadi, maka anak itu dinasabkan kepada suami 
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wanita itu. Apabila kelahiran anak itu lebih dari enam bulan sejak terjadinya 
perceraian, sedangkan suami tidak menyanggamainya sebelum cerai, maka 
anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suaminya. 
b. Apabila suami menceraikan setelah melakukan hubungan sanggama, baik 
cerai tersebut melalui talak raj‟i maupun talak ba‟in (Talak), atau karena 
kematian suami, maka terdapat dua kemungkinan: 
1) Apabila anak itu lahir sebelum habisnya masa maksimal kehamilan setelah 
perceraian atau kematian suami, maka anak itu bernasab kepada suaminya. 
Masa maksimal kehamilan menurut Mazhab Hanafi dan Maliki dalam 
salah satu riwayatnya adalah 2 tahun, menurut ulama Mazhab Syafi‟i dan 
Hanbali 4 tahun, dan menurut pendapat yang popular dikalangan Mazhab 
Maliki adalah 5 tahun.
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2) Apabila anak itu lahir melebihi waktu maksimal kehamilan tersebut (yang 
diperhitungkan sejak terjadinya perceraian atau kematian suami), menurut 
jumhur ulama anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut. 
Ulama Mazhab Hanafi mengemukakan rincian sebagai berikut: 
a) Jika perceraian itu termasuk talak raj‟i dan wanita itu mengaku bahwa 
iddahnya belum habis, maka anak itu boleh dinasabkan kepada 
suaminya, baik anak itu lahir sebelum masa 2 tahun sejak terjadinya 
perceraian maupun melebihi masa  2 tahun, karena suami dalam talak 
raj‟i masih boleh melakukan sanggama dengan istrinya itu dan 
sanggama itu dianggap sebagai pertanda rujuk. Apabila wanita itu 
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mengakui bahwa iddahnya telah habis atau telah menempuh masa 60 
hari (menurut Imam Abu Hanifa) atau 39 hari (menurut kedua 
sahabatnya , Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan asy-
Syaibani), maka anak itu tidak boleh dinasabkan kepada suami wanita 
tersebut.  
b) Jika perceraian itu termasuk talak ba‟in  atau karena kematian suami 
dan wanita itu tidak boleh mengakui iddahnya telah habis, maka anak 
itu tidak bisa dinasabkan pada suami wanita itu, kecuali apabila anak 
itu lahir sebelum 2 tahun sejak terjadinya perceraian atau kematian 
suami karena masa maksimal kehamilan wanita menurut mereka 
adalah 2 tahun. Akan tetapi apabila anak itu lahir setelah 2 tahun sejak 
perceraian atau kematian suami, maka anak itu tidak bernasab kepada 
suami wanita tersebut.
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2) Melalui perkawinan yang fasid. 
Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan 
kekurangan syarat, seperti tidak ada wali (bagi Mazhab Hanafi wali tidak menjadi 
syarat sahnya perkawinan) dan tidak ada saksi atau saksinya itu saksi palsu. 
Menurut kesepakatan ulama fikih, penetapan nasab anak yang lahir dalam 
pernikahan sama dengan penetapa anak dalam pernikahan sah. Akan tetapi ulama 
fikih mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan 
fasid tersebut.  
                                                           
56 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. 1, h. 1307 
52 
 
 
 
a) Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang 
yang baliq dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan 
istrinya tidak bisa hamil,.  
b) Hubungan sanggama bisa dilaksanakan, anak dilahirkan dalam waktu 6 
bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan sanggama, maka anak 
itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut. 
Apabila anak itu lahir setelah pasangan suami istri melakukan sanggama 
dan berpisah, baik melalui hakim maupun tidak, dan anak itu lahir 
sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan 
kepada suami wanita itu. 
3) Melalui hubungan sanggama karena adanya syubhah an nikah (nikah Syubhat).  
Hubungan sanggama syubhat terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau 
fasid dan bukan pula dari perbuatan zina. Sanggama syubhat bisa terjadi akibat 
kesalahpahaman atau kesalahan informasi. Misalnya seorang pria melakukan 
perkawinan dengan seorang wanita yang sebelumnya tidak dikenalnya. Pada 
malam pengantin ia menemukan seorang wanita dikamarnya lalu disanggamanya. 
Ternyata wanita itu bukan istri yang telah dinikahinya. 
57
 Contoh lain dalam 
keadaan malam yang sangat gelap. Seorang lelaki menyanggamai seorang wanita 
dirumahnya karena mengira wanita itu adalah istrinya. Dalam kasus seperti ini, 
apabila wanita itu melahirkan enam bulan atau lebih (masa maksimal kehamilan) 
sertelah terjadinya sanggama tersebut, maka anak yang lahir itu dinasabkan 
kepada lelaki yang menyetubuhinya itu. Akan tetapi, apabila anak itu lahir 
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melebihi masa maksimal kehamilan seorang wanita, maka anak itu tidak bisa 
dinasabkan kepada lelaki yang menyetubuhi lelaki tersebut. 
Cara menetapkan nasab 
Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa nasab seorang anak dapat ditetapkan 
melalui tiga cara: 
1. Melalui nikah shahih atau fasid. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa nikah 
yang sah dan fasid merupakan salah satu cara dalam menetapkan nasab 
seorang anak kepada ayahnya, sekalipun pernikahan dan kelahiran anak itu 
tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait.
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2. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak. Ulama fikih membedakan 
antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak. Seperti 
saudara, paman atau kakek. Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak 
adalah anaknya atau sebaliknya seorang anak kecil yang telah baliq (menurut 
jumhur ulama) atau mumayyis (menurut ulama Mazhab Hanafi) mengakui 
seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak 
itu dinasabkan kepada lelaki tersebut, apabila melalui syarat-syarat sebagai 
berikut: 
a. Anak itu tidak jelas nasabnya, tidak diketahui ayahnya. Apabila ayahnya 
diketahui maka pengakuan itu batal, karena Rasulullah SAW mencela 
seseorang yang mengakui dan menjadikan anak orang lain sebagai 
nasabnya. (HR. al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad bin Hanbal, dan 
Ibnu Majah dari Sa‟d bin Abu Waqqas). Ulama fikih sepakat menyatakan 
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bahwa apabila anak itu adalah anak yang dinafikan ayahnya melalui lian, 
maka tidak dibolehkan seseorang mengakui nasabnya, selain suami yang 
melian ibunya. 
b. Pengakuan itu logis. Maksudnya seseorang yang mengakui ayah dari anak 
tersebut usianya berbeda jauh dari anak yang diakui sebagai nasabnya. 
Demikian pula halnya, apabila seseorang mengakui nasab seorang anak 
tetapi kemudian datang lelaki lain yang mengakui nasab anak tersebut. 
Dalam kasus seperti ini terdapat dua pengakuan, sehingga hakim perlu 
meneliti lebih jauh, tentang siapa yang berhak terhadap anak tersebut.
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c. Apabila anak itu telah baliq dan berakal (menurut jumhur ulama) atau 
telah mumayyis (menurut ulama Mazhab Hanafi) maka anak tersebut 
membenarkan pengakuan laki-laki tersebut. Akan tetapi, syarat ini tidsk 
diterima oleh Mazhab Malikin karena menurut mereka, nasab merupakan 
hak dari anak, bukan ayah. 
d. Lelaki yang mengakui nasab anak tersebut menyangkal bahwa anak 
tersebut anaknya dari hasil hubungan perzinaan, karena perzinaan tidak 
bisa menjadi dasar penetapan nasab anak. 
Apabila syarat-syarat diatas terpenuhi, maka pengakuan nasab terhadap 
seseorang adalah sah dan anak tersebut berhak mendapatkan nafkah, pendidikan 
selayaknya, dan harta warisan dari ayahnya tersebut. Ketika itu ayah yang telah 
mengakui anak tersebut sebagai anaknya tidak boleh mencabut pengakuannya, 
karena nasab tidak bisa dibatalkan. 
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Batas minimal kehamilan 
Seluruh mazhab fiqih, baik sunni maupun syi‟ah, sepakat bahwa batas 
minimal kehamilan adalah enam bulan. Sebab surah al-Ahqaf  ayat 15 
menentukan bahwa masa kehamilan dan penyusuan anak adalah tiga puluh bulan.
 
60
 Allah berfirman dalam QS al-Ahqaf /46: 15. 
 َنُوثَلََّث ُُولاَصِفَو ُوُلْ ََواًرْهَش … 
Terjemahnya: 
Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.
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Menyapih adalah menghentikan masa penyusuan. Sedangkan Allah berfirman 
dalam surah Luqman/31: 14.   
… ِ َْماَع فِ ُُولاَصِفَو
Terjemahnya: 
Dan menyapihnya dalam dua tahun .
62
 
 
Kalau kita lepaskan waktu dua tahun itu dari waktu tiga puluh bulan, maka 
yang tersisa adalah enam bulan dan itulah masa minimal kehamilan. Ilmu 
kedokteran modern mengaitkan pendapat ini dan para ahli hukum Prancis pun 
mengambil pendapat serupa ini. 
Dari pernyataan tersebut di atas muncullah beberapa hukum: 
1. Apabila seorang wanita dan laki-laki kawin, lalu melahirkan seorang anak 
dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum enam bulan, maka 
anak tersebut tidak bisa dikaitkan (nasabnya) dengan suaminya. Syaikh al-
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Mufid dan Syaikh al-Thusi dari Mazhab Imamiyah dan Syaikh Muhyiddin 
Abd al-Hamid dari Hanafi, bahwa nasab anak tersebut tergantung pada suami 
(wanita tersebut). Kalau dia mau dia bisa mengaitkan nasabnya dengan dirinya. 
Ketika suami mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka anak tersebut 
menjadi anaknya yang sah secara syar‟i yang memiliki hak-hak sebagaimana 
mestinya anak yang sah dan dia pun punya hak pula atas anak-anak seperti itu. 
Kalau suami istri itu bersengketa tentang lamanya waktu bergaul mereka, 
misalnya si istri mengatakan (kepada suaminya) “Engkau telah bergaul denganku 
sejak enam bulan atau lebih, karena itu anak ini adalah anakmu,” lalu suaminya 
menjawab, “Tidak, aku baru menggaulimu kurang dari enam bulan, karena itu 
anak ini bukan anakku.” 
Menurut Hanafi, istrinya itu yang benar dan yang diberlakukan adalah 
ucapannya tanpa harus disumpah lebih dahulu. 
Menurut Imamiyah, kalau ada fakta dan petunjuk-petunjuk yang mendukung 
ucapan-ucapan istri atas suami, maka yang diberlakukan adalah pendapat pihak 
yang mempunyai bukti atau petunjuk tersebut, tetapi bila bukti-bukti dan 
petunjuk-petunjuk seperti itu tidak ditemukan sehingga persoalannya menjadi 
tidak jelas, maka hakim memenangkan ucapan istri sesudah disumpah lebih dulu 
bahwa suaminya telah mencampurinya sejak enam bulan lalu, lalu anak tersebut 
dinyatakan sebagai anak suaminya itu.
63
 
2. Apabila seorang suami menceraikan istrinya sesudah dia mencampurinya, lalu 
istrinya itu menjalani iddah, dan sesudah habis masa iddah-nya dia kawin 
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dengan laki-laki lain. Kemudian sesudah kurang dari enam bulan dari 
perkawinannya dengan suaminya yang kedua, tetapi enam bulan lebih dia 
dikaitkan dengan percampurannya dengan suaminya yang pertama. Tetapi bila 
anak tersebut lahir sesudah enam bulan perkawinannya dengan suaminya yang 
kedua, maka anak itu dikaitkan nasabnya dengan suaminya yang kedua itu. 
3. Apabila seorang wanita diceraikan suaminya lalu dia kawin dengan laki-laki 
lain dan melahirkan anak kurang dari enam bulan dihitung dari 
percampurannya dengan suaminya yang kedua, dan lebih dari batas maksimal 
kelahiran dihitung dari percampurannya dengan suaminya yang pertama, maka 
anak itu dilepaskan dari kedua suami tersebut. Misalnya, seorang wanita telah 
melalui masa delapan bulan semenjak diceraikan suaminya, lalu dia kawin lagi 
dengan laki-laki lain, lalu tinggal bersamnya selama lima bulan dan 
melahirkan anak. Karena kita telah memberlakukan anggapan bahwa 
kehamilan minimal adalah enam bulan,maka kita tidak bisa mengaitkan anak 
tersebut dengan suaminya yang pertama lantaran masa bercerainya sudah 
lewat satu tahun, dan tidak pula bisa menghubungkannya dengan suaminya 
yang kedua karena masa berkumpul mereka kurang dari enam bulan.  
Masalah seperti ini betul-betul bisa terjadi sepenuhnya bila kita tetapkan 
berdasar kenyataan yang ada.
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Penulis menyimpulkan bahwa anak hasil zina tidak memiliki nasab dari pihak 
laki-laki. Dalam artian si anak itu tidak diwarisi oleh bapaknya. Meskipun si laki-
laki yang menzinainya, menaburkan benih ini mengaku yang dikandung itu 
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anaknya. Tetapi pengakuan ini tidak sah, karena anak tersebut hasil hubungan di 
luar nikah. 
Paling cepat umur kehamilah adalah enam bulan. Apabila perkawinan itu telah 
lebih dari enam bylan lalu anak  itu lahir , maka anak itu dinasabkan kepada 
suaminya. Sebaliknya, jika anak itu lahir kurang dari enam bulan, maka anak itu 
dinasabkan kepada ibunya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Dari beberapa uraian di atas dapat tentang perkawinan hamil di luar nikah 
dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1.  Perkawinan hamil di luar nikah dan Status Nasab Anak Persfektif Imam 
Syafi‟i dan Imam Ahmad bin Hanbal  
Imam Syafi‟i berpendapat bahwa perkawinan akibat hamil luar nikah adalah 
sah, perkawinan boleh dilangsungkan ketika seorang wanita sedang dalam 
keadaan hamil. Baik perkawinan itu dilakukan dengan laki-laki yang 
menghamilinya atau pun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.kebolehan 
ini adalah kebolehan yang mutlak, maksudanya tidak ada syarat apapun untuk 
kebolehan pernikahan ini. Argumentasi  Imam Syafi‟i tentang kebolehan 
perkawinan tersebut adalah karena wanita tersebut bukanlah termasuk golongan 
wanita yang haram untuk dinikahi. Mengenai masalah iddah Imam Syafi‟i 
berpendapat bahwa tidak ada masa iddah untuk wanita hamil di luar nikah dengan 
tujuan „iddah adalah untuk menjaga kesucian nasab, bayi yang lahir akibat 
hubungan luar nikah nasabnya kembali kepada ibunya. Mazhab syafi‟i 
berpendapat bahwa zina itu tidak menetapkan haramnya mushaharah (menjalin 
hubungan penikahan) sehingga dibolehkan bagi seorang yang berbuat zina 
menikahi ibu dari wanita yang dizinainya. 
Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa perkawinan hamil diluar nikah 
yang dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya tidak boleh, kecuali mereka 
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bertaubat terlebih dahulu. Sedangkan, perkawinan hamil di luar nikah dengan 
laki-laki yang bukan menghamilinya itu haram hukumnya. Hanbali mengatakan 
diwajibkan atasnya menunggu masa „iddah dan diharamkan atas suaminya 
menyetubuhinya hingga habis masa „iddah-nya. Imam Ahmad bin Hambal 
berpendapat bahwa zina itu menyebabkan keharaman  mushaharah , maka kalau 
seorang anak laki-laki melakukan zina dengan seorang perempuan maka laki-laki 
itu haram mengawini anak perempuan dan ibu wanita yang dizinainya itu. 
Sedangkan wanita itu sendiri haram pula dikawini oleh ayah dan anak laki-laki 
dari pria yang menzinainya. 
Ulama fiqih mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu fondasi yang 
kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat 
antarpribadi berdasarkan kesatuan darah. Seluruh mazhab fiqih, baik sunni 
maupun syi‟ah, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. 
Apabila seorang wanita dan laki-laki kawin, lalu melahirkan seorang anak dalam 
keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum enam bulan, maka anak tersebut 
tidak bisa dikaitkan (nasabnya) dengan suaminya. 
Menurut Hanifah batas maksimal kehamilan adalah dua tahun. Sedangkan 
menurut Maliki, Syafi‟i dan Hambali, batas maksimal kehamilan adalah selama 
empat tahun. Bahkan Ibad bin Awam mengatakan batas maksimal kehamilan 
adalah selama lima tahun. 
Kiranya cukuplah apa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syari‟ah Mesir 
tentang kesalahan-kesalahan pendapat di atas. Dalam hal ini dahulu Mahkamah 
Syari‟ah Mesir menganut mazhab Hanafi yang kemudian diubah dengan 
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keputusan no. 25 tahun 1929. Dalam pasal 15 keputusan tersebut dikatakan bahwa 
batas maksimal masa kehamilan hanyalah satu tahun. 
B. IMPLIKASI PENELITIAN 
Setelah melakukan penulis memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan 
perkawinan hamil di luar nikah persfektif Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad bin 
Hanbal, penulis  akan memberikan sebagai berikut: 
1. Pembahasan mengenai perkawinan hamil di luar nikah sangatlah luas, karena 
itu diharapkan untuk penelitian selanjutnya akan menghasilkan penelitian 
yang lebih luas dan mendalam. Dan pembahasan tersebut agar selalu dicari 
relevensinya terhadap perkembangan pada masa kini, agar penelitian tersebut 
tidak hanya menjadi sebuah bacaan namun bisa menjadi rujukan sumber 
hukum yang jelas. 
2. Menghadapi perkembangan zaman yang semakin global dan terjadinya 
degradasi moral terutama dikalangan remaja, diharapkan agar para orang tua 
selalu menanamkan nilai-nilai agama dan putra-putrinya sedini mungkin, 
sehingga dapat meminimalisasi terjadinya perkawinan akibat hamil di luar  
nikah. 
3. Bagi para pemuda yang belum menikah, alangkah baiknya memahami dan 
menghargai suatu hubungan pernikahan yang sah dan senantiasa menjaga diri 
dari perbuatan zina yang memiliki efek panjang. Terutama bagi psikologis 
anak dari hasil zina tersebut. 
Demikian laporan skripsi ini, bab akhir dari studi ini, bab akhir dari skripsi ini 
ditutup dengan saran-saran guna terhindarnya perkawinan hamil di luar nikah. 
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Semoga saran-saran diatas dapat digunakan sebagai acuan pertimbangan yang 
dilandasi oleh temuan studi tentang perkawinan hamil di luar nikah. Pada 
akhirnya semoga usaha penulisan skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis 
khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.  
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